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“Nikahkanlah orang-orang yang masith membujang di antara kamu dan juga orang-
orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun

perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka

dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

(Q.S. An-Nur :32)!

1 “Qur’an Kemenag,” accessed June 1, 2024, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-
ayat/surah/24?from=32&t0=64.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Transliterasi adalah pemindah tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab dari
bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai
dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana
yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam

footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini.

Adapun transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang adalah EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987,
sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A

Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan
Fonem konsonan arab dalam sistem penulisan arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transkripsi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan
ada pula yang dilambangkan dengan tanda, dan ada pula huruf yang
dilambangkan secara bersamaan dengan huruf lainnya hingga dengan tanda atau
lambang.

Berikut adalah daftar huruf arab dan transliterasinya dalam huruf latin

Arab Indonesia Arab Indonesia
| ‘ b t
< b b z




@ t ¢ ‘
& th C gh
z j < f
z h It q
& kh B k
s d J I
3 dh > m
) r R n
3 z w
» S 2 h
& sh . ‘
o0 $ < y
o d

Hamzah (=) biasa dilambangkan dengan alif, bila di awal kata tidak
diberi tanda bila ditranskripsikan dengan bunyi vokal, namun bila di tengah
atau di akhir kata maka ditandai dengan koma di atas (’).

B. Vokal, Panjang dan Diftong
Vokal bahasa Arab, dan vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. VVokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai

berikut:
Vokal Panjang Diftong
i = Fathah A JG = Dibaca Qola
I = Kasrah I L% = Dibaca Qila




C«

i

Dhamah 035 = Dibaca Duna

Khusus dalam membaca ya' nisbat tidak boleh diganti dengan "1",
tetapi selalu ditulis dengan "iy" untuk mendeskripsikan ya' nisbat di akhir.
Begitu pula untuk bunyi diftong, wawu dan ya ’ setelah fathah ditulis dengan

“aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut ini:

Diftong Contoh
Aw = 3 3}5 = Qawlun
Ay=¢ % = Khayrun

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan

Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
-1 Fathah dan alif a a dan garis di
< atau ya atas
Kasrah dan ya 1 I dan garis di
¥ atas
H Dammah dan a u dan garis di
wau atas
Contoh:
Sl =mata
) =rama
Jd  =qila

Xi



2

-

o* -
'¢f = yamutu

D. Ta’ Marbiithah (9)

Ta' marbdthah (¢) ditransliterasi untuk ra marburtah ada dua, yaitu: ta

marbitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammabh,
transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbiitah yang mati atau mendapat
harakat sukun, maka transliterasinya adalah (h).

Apabila pada kata yang berakhir dengan ta marbirah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

_Arab Bunyinya
JElay) 4y raudah al-athfal
abadl) A4l al-madinah al-fadilah

a8 al-hikmah

E. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh;

\&y= Rabbana

£ = Najjaina
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B = Al-Haqq

23\ =Al-Hajj

2
% =Nu’’ima

28

94& = ‘Aduwwu

Jika huruf ¢ bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh

huruf berharakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (7).

Contoh:
:;/L/" = ‘Al1 (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
gf = ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistematika penulisan bahasa arab dilambangkan

dengan huruf khususnya (J'), namun dalam transliterasi ini dibedakan menjadi

kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti
huruf Qamariyyah.
1. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf Syamsiyyah
Yaitu kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah

ditransliterasi menurut bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan
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huruf yang sama dengan huruf yang terletak tepat setelah kata
sandang tersebut.
2. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf Qamariyyah

Yaitu Kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah,
ditranskrip menurut kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya dan
menurut pengucapannya. Baik yang diikuti huruf Syamsiyyahi
maupun huruf Qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata
berikutnya dan dihubungkan dengan tanda hubung.

Berikut ini adalah contohnya:

Kata sandang Arab Bunyinya
Dengan Diikuti s 2% al-syamsu
Huruf Syamsiyyah ! (bukan asy-

syamsu)
43) | al-zalzalah
(bukan az-
zalzalah)
Dengan Diikuti SRR al-falsafah
Huruf Qamariyyah
A al-biladu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda kutip (‘) atau dengan istilah
apostrof. Namun hal ini hanya berlaku pada hamzah yang terletak di tengah
dan akhir kalimat. Apabila letaknya di awal kalimat, maka hamzah tidak
dilambangkan, karena dalam aksara Arab adalah alif.

Berikut ini adalah contohnya:

Arab Bunyinya
oj ’U Ta’muruna
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@ - )
25'.3‘ Al-nau

;‘5& Sya’un
Cu};f Umirtu

H. Penulisan Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa
Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,
istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata,
istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan
bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia,
tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari
al-Qur’an), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus
ditransliterasi secara utuh. Contoh:

F1 zilal al-Qur’an
Al-Sunnah gabl al-tadwin
Al-‘Ibarat F1 ‘Umam al-Lafz 1a bi khusis al-sabab

I. Lafadz al-jalalah(@ )
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal),

ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:
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A 593 = Dinullah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepad a lafz aljalalah
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
A 443 0.8 2b = Hum fii rahmatillah
J. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps),

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digun akan untuk menuliskan huruf
awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan
kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik
ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan
DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil,

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazi bi Bakkata, mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an,

Nasir al-Din al-Tus, Abu Nasr al-Farabi,

Al-Gazali, Al-Mungiz min al-Dalal.
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Kata kunci: Ratio Decidendi, Despensasi Kawin, Maslahah

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa pria dan
wanita harus sudah mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan
pernikahan. Di sisi lain, undang-undang masih memberi jalan
memungkinkan untuk menikah yaitu dengan dispensasi kawin. Tahun 2024
(Januari-April) Pengadilan Agama kota Malang mengabulkan 52
permohonan dispensasi kawin yang dilatar belakangi hamil duluan dan
pacaran/hubungan erat. Penelitian ini membahas bagaimana landasan dan
pertimbangan hakim dalam mengabulkan kasus dispensasi kawin serta
memahami apakah penetapan hakim sejalan dengan prinsip syariat Islam.

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan mengkaji putusan hakim
Pengadilan Agama kota Malang tahun 2024 (Januari-April) yang telah
berkekuatan hukum tetap dan maslalah mursalah sebagai pisau analisisnya.
Serta menggunakan teknik purposive sampling dalam mengambil
sampelnya.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) pertimbangan hakim
dalam mengabulkan dispensasi kawin dalam perkara Nomor
50/Pdt.P/2024/PA.Mlg dan 41/Pdt.P/2024/PA.MIg adalah karena adanya
keadaan darurat berupa hubungan putra-putri pemohon sudah intim, bahkan
telah terjadi perzinahan dan hamil. sehingga hakim menilai jika ditolak
berpotensi mendatangkan mudharat yang lebih besar. Hakim melihat
keduanya mempunyai fisik normal dan terlihat dewasa, dan siap
menanggung beban sebagai suami istri. Serta di dukung para pemohon siap
membantu putra-putrinya sampai bisa mandiri. (2) Putusan nomor
50/Pdt.P/2024/PA.Mlg dan 41/Pdt.P/2024/PA.Mlg sesuai dengan konsep
masla/zah mursalah, sebab hakim berpendapat kemaslahatan yang diperoleh
lebih besar yaitu dalam rangka melindungi hak anak dalam kandungan serta
mengindari perzinahan. Juga tidak kontradiktif dengan al-Qur’an, sunnah,
dan giyas. Keadaan tersebut sudah tergolong darurat karena melindungi hak
anak dan menghindari perzinahan termasuk dalam tujuan syariat yaitu hifz
al-nasl dalam tingkatan yang paling tinggi ad daruriyyah.
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ABSTRACT

Istia Nurrizki, 200201110150, “Ratio Decidendi of Malang City Religious Court
Judges' Determination of Marriage Dispensation from the Perspective
of Maslahah Mursalah”, Thesis, Islamic Family Law Study Program, UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Muhammad Nurrudien, Lc.,
M.HI.

Keywords: Ratio Decidendi, Marriage Decensation, Maslahah

Law Number 16 of 2019 states that men and women must be at least 19
years old to get married. However, the law still allows for exceptions through
marriage dispensation. From January to April 2024, the Religious Court of Malang
City approved 52 marriage dispensation requests, mainly due to premarital
pregnancy and close relationships. This study examines the legal basis and
considerations of judges in approving these dispensation cases and assesses
whether the judges' decisions align with the principles of Islamic Sharia.

This research is a normative legal study utilizing a case approach,
specifically by examining the final and binding decisions of the Religious Court of
Malang City from January to April 2024, with maslahah mursalah as the analytical
framework. The sampling technique employed is purposive sampling.

The best version of the findings of this research show that: (1) The judge's
consideration in granting marital dispensation in case number
50/Pdt.P/2024/PA.MIg and 41/Pdt.P/2024/PA.MIg is due to the emergency
situation where the relationship between the applicants' sons and daughters has
become intimate, and even adultery and pregnancy have occurred. Thus, the judge
deemed that rejecting the request could potentially lead to greater harm. The judge
observed that both parties have normal physical conditions, appear mature, and
are ready to bear the responsibilities of husband and wife. Additionally, they are
supported by the applicants who are willing to assist their sons and daughters until
they can become independent. (2) The rulings in case number
50/Pdt.P/2024/PA.MIg and 41/Pdt.P/2024/PA.MIg align with the concept of
maslahah mursalah, as the judge granted the dispensation request in accordance
with the objectives of Sharia law, aiming to protect the rights of the unborn child
and prevent adultery. Furthermore, it is not contradictory to the Quran, Sunnah,
and analogy (giyas). The situation is considered urgent as avoiding adultery falls
under the higher objectives of Sharia law, particularly in safeguarding lineage,
which is of utmost necessity (ad daruriyyah).
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan diartikan sebagai sebuah ikatan atau hubungan yang
luhur antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama melalui akad
yang sah sesuai dengan syariat Islam. Undang-undang No. 1 tahun 1974
mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria
dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dalam Islam
adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalidhan
untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah.?

Dalam perkawinan mengandung unsur akibat hukum yang
mengikat antara suami istri, yaitu setelah dilakukannya akad perkawinan
maka akan ada hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya
tanggung jawab suami untuk menafkahi istri atau peran istri dalam rumah
tangga. Sehingga umat Islam sepakat bahwa diantara penyebab yang
mewajibkan pemberian nafkah adalah perkawinan.?

Maka dari itu, sebelum menjalin ikatan perkawinan, pasangan

calon pengantin hendaknya paham tentang kewajiban-kewajiban atau

2 pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
8 Muhammad Jawad Mughniyah, al-Figh ‘Ala al-Mazahib al-Khamsah, Terj. Masykur, Afif
Muhammad, Idrus al-Kaff, "Figih Lima Mazhab", (Jakarta: Lentera, 2001), 400



tanggung jawab yang harus dipenuhi setelah sah menjadi suami istri guna
mencapai hubungan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan terhindar
dari perceraian dini. Namun tidak cukup sampai disitu saja faktor usia
pasangan calon pengantin juga berpengaruh demi menjaga ikatan suci
perkawinan tersebut, kedewasaan berpikir, fisik, serta kesiapan mental juga
harus diperhatikan. Semakin bertambah usia pasangan suami istri, semakin
baik pula kematangan psikologis dan emosional mereka.*

Islam tidak menyebutkan secara spesifik tentang ketentuan batas
minimal usia perkawinan, namun persyaratan yang umumnya digunakan
adalah aqil, yang berarti berakal sehat, dan baligh, yang berarti mampu
membedakan antara baik dan buruk. Sehingga bisa memberikan
pertimbangan dan persetujuan untuk menikah. Jadi hukum Islam hanya
menetapkan ketentuan secara umum saja. Maka untuk mencapai tujuan
pokok tersebut negara mengakomodir dengan memberikan persyaratan
berupa batas minimal usia diperbolehkannya untuk melangsungkan
perkawinan yaitu diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perkawinan perubahan atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “perkawinan hanya
diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun™®.

Pasal di atas memberikan redaksi bahwa setiap warga negara yang

ingin melaksankan suatu perkawinan baik itu pria maupun wanita, maka

4 Khairani, Rahma, and Dona Eka Putri. "Kematangan emosi pada pria dan wanita yang menikah
muda." Jurnal Psikologi 1.2 (2011).
https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/psiko/article/view/289

5 Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan


https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/psiko/article/view/289

harus memenuhi usia minimal 19 tahun. Sehingga apabila calon istri
maupun suami yang belum mencapai batas usia tersebut tidak
diperbolehkan untuk melaksankan suatu perkawinan, bahkan Kantor
Urusan Agama (KUA) yang mempunyai wewenang untuk melakukan
perkawinan tersebut berhak untuk menolaknya.

Namun realitanya banyak sekali pasangan calon pengantin yang
usianya belum memenuhi ketentuan untuk menikah namun tetap ingin
melaksankan perkawinan, hal itu dilatar belakangi berbagai macam faktor
seperti faktor ekonomi, kondisi sosial masyarakat, dan sebagainya. Tidak
hanya itu juga, terjadinya kompleksitas yang semakin meningkat dalam
kehidupan manusia memunculkan berbagai dinamika yang timbul ditengah-
tengah masyarakat, serta semakin terkikisnya nilai-nilai moral dalam
masyarakat akibat pergaulan bebas yang berkembang di kalangan anak
muda yang berpotensi terjadinya perzinaan sehingga kasus hamil diluar
nikah pun ada dan bukan hal yang sangat jarang. Sebagai konsekuensinya,
orangtua kemudian berusaha untuk menyembunyikan hal tersebut dengan
menikahkan anak-anak mereka tanpa mempertimbangkan lagi usianya.

Maka dalam hal ini, calon pengantin yang umurnya belum sesuai
dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan dan tetap ingin melangsungkan perkawinan, negara
memberikan jalan keluar berupa permohonan izin perkawinan atau

dispensasi kawin ke pengadilan.



Dispensasi kawin adalah izin yang diberikan kepada seseorang
untuk menikah walaupun belum mencapai usia minimal 19 tahun. Dipensasi
kawin hanya dapat diajukan di pengadilan karena menjadi salah satu
kewenangan absolut bagi lembaga peradilan, salah satunya Pengadilan
Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

“Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang Yyang
beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah
yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan
shadaqah™®

Salah satu dari berbagai Pengadilan Agama di Indonesia yang
menerima permohonan dispensasi perkawinan adalah Pengadilan Agama
kota Malang, sesuai dengan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam
Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Angka dispensasi kawin
di Indonesia tergolong masih cukup tinggi. Data Peradilan Agama mencatat
pada tahun 2023 terdapat 55.000 permohonan dan penyumbang terbesarnya
adalah dari provinsi Jawa timur dengan 12.334 permohonan.’ Pengadilan
Agama kota Malang sendiri pada tahun 2023 menerima 185 permohonan
dispensasi perkawinan. Yang mana perkara dispensasi kawin tersebut

termasuk perkara terbesar atau terbanyak ke-3 dengan presentase 6,47%

yang diterima dan diputus Pengadilan Agama kota Malang setelah perkara

¢ Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
7 Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)



cerai gugat dan cerai talak.2 Kemudian pada tahun 2024 ini terhitung dari
bulan Januari-April tercatat 57 kasus dispensasi kawin yang terdaftar dan
52 yang telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama kota Malang.’
Angka tersebut tentunya akan terus bertambah hingga Desember 2024
bahkan bisa saja terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya.

Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan
mengenai aturan dispensasi pernikahan sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau

orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada

Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti

pendukung yang cukup.”

Merujuk pada ketentuan di atas, dalam menentukan permohonan
dispensasi pernikahan, Pengadilan Agama harus mempertimbangkan
beberapa faktor atau hal. Yaitu diajukannya permohonan pernikahan harus
didasari oleh alasan yang mendesak dan disertai dengan bukti-bukti yang
konkret. Artinya terdapat kondisi dimana tidak ada jalan lain selain
mengharuskan calon memepelai untuk melakukan perkawinan. Selain itu,
kondisi tersebut perlu ditopang oleh bukti yang kuat sebagai salah satu
faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menyetujui permohonan
dari para pemohon tersebut

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun

2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan,

8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
9 “Perkara Diputus — Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A,” accessed May 20, 2024,
https://pa-malangkota.go.id/perkara-diputus/.



Pasal 16 mengatur mengenai hal-hal yang harus diperiksa oleh hakim
terhadap para pemohon. Ini mencakup latar belakang dan alasan perkawinan
yang melibatkan anak, keadaan psikologis dan kesehatan anak, dan aspek
lainnya.’® Tujuannya adalah agar hakim dapat memahami alasan-alasan
yang mendasari permohonan dispensasi perkawinan dari para pemohon dan
menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Sebab
permohonan dispensasi perkawinan hanya dapat disetujui jika terdapat
alasan yang mendesak.

Hakim tidak boleh mengabulkan permohonan dispensasi kawin
jika tidak terbukti bahwa pernikahan tersebut dapat memberikan manfaat
duniawi. Meskipun pernikahan dipaksakan demi menghindari dosa zina
(kemaslahatan ukhrawi), anak-anak yang menikah akan menghadapi
kehidupan yang berat. Banyak kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, seperti
kesehatan organ reproduksi yang terancam karena hamil sebelum matang,
serta kesehatan mental yang terganggu karena laki-laki yang masih di
bawah umur harus menanggung beban tanggung jawab sebagai suami.!

Maka untuk mencegah hal tersebut orang tua atau wali harus
berbagi tanggung jawab mengurus rumah tangga dengan anak. Tanggung
jawab sebagai kepala rumah tangga tidak sepenuhnya dibebankan kepada

anak, tetapi orang tua atau wali juga wajib membantu dan membimbing

10 pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi
Perkawinan

11 Achmad Kadarisman And Tutik Hamidah, “Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Sudut Pandang
Magqashid Syari’ah Al Syathibi,” Cendekia: Jurnal Studi Keislaman 7, No. 1 (June 27, 2021): 115-
38.



mereka. Dengan demikian, pengantin baru yang masih di bawah umur dapat
tetap bertumbuh dan berkembang secara normal serta mendapatkan
pemenuhan hak-hak dasar sebagai manusia, yaitu kesehatan, pendidikan,
dan ekonomi.*?

Pertimbangan hakim menjadi kunci utama dalam menekan angka
pernikahan dini di Indonesia. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah
terjadinya perceraian yang sebagian besar penyebab terjadinya dikarenakan
faktor ketidaksiapan untuk berumah tangga atau pasangan yang belum
dewasa. Di kota Malang sendiri angka perceraian masih sangat tinggi, pada
tahun 2023 lalu tercatat 2.208 kasus peceraian yang terdaftar di Pengadilan
Agama kota Malang yang paling dominan dilatar belakangi oleh faktor
perseteruan atau perselisihan terus-menerus antar suami istri dan mayoritas
diajukan oleh istri atau cerai gugat dengan 1.617 kasus dan cerai talak 591
kasus.'?

Oleh karena itu, menjadi menarik bagi para peneliti untuk
menyelidiki lebih lanjut mengenai alasan atau pertimbangan yang
digunakan oleh hakim dalam memutuskan kasus dispensasi perkawinan
tersebut. Dalam proses pengadilan suatu perkara, hakim perlu melakukan
penafsiran hukum yang dikenal sebagai istinbath, yang mencakup kegiatan
interpretasi, konstruksi, dan analogi hukum. Hal ini disebabkan di antaranya

adalah ketidakrelevanan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum

12 Kadarisman and Hamidah. 136
13 “Laporan Tahunan — Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A,” accessed February 12, 2024,
https://pa-malangkota.go.id/laporan-tahunan/.



positif yang mengatur perkawinan. Dinamika masyarakat yang juga terus
berkembang mempengaruhi perilaku hukum manusia. Di sisi lain, hukum
Islam tidak dapat mengakomodasi perkembangan tersebut dengan baik.
Oleh karena itu, dibutuhkan hukum yang revolusioner yang mampu
memenuhi kebutuhan manusia di masa kini.*

Maka dari itu peneliti mencoba menganalisis putusan Pengadilan
Agama kota Malang tahun 2024 (Januari-April) dengan metode maslahah
mursalah, yang mana maslahah mursalah adalah langkah untuk
menghindari suatu tindakan agar tidak menimbulkan mafsadah atau
kerugian. Maslahah mursalah yang dipelopori oleh Imam Malik ini
mencoba untuk menganalisis suatu fenomena hukum yang secara kongkrit
tidak dijelaskan dalam nash Al Qur’an maupun Hadits, namun tetap dalam
koridor syariat Islam.

Sehingga hal ini menarik untuk dikaji, apakah penetapan
dispensasi kawin yang diputus oleh Pengadilan Agama kota Malang sebagai
bentuk upaya penyimpangan dari undang-undang telah sesuai apabila
ditinjau dari maslahah mursalah atau malah sebaliknya. Maka dalam hal ini
perlu adanya kajian yang lebih detail dan komprehensif terkait

pertimbangan putusan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin.

14 Shofiatul Jannah, Nur Syam, and Sudirman Hasan, “Urgensi Pencatatan Pernikahan dalam
Presfektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” July 2021,
http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2592.



B. Rumusan Masalah
Dengan mengacu pada konteks permasalahan yang telah
disebutkan, peneliti memusatkan perhatian pada beberapa isu kunci yang
dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan penetapan hakim Pengadilan Agama kota
Malang dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin No.
50/Pdt.P/2024/PA.Mlg dan 41/Pdt.P/2024/PA.Mlg?

2. Bagaimana analisis maslahah mursalah dalam mengabulkan
dispensasi kawin Pengadilan Agama Kota Malang pada perkara No.

50/Pdt.P/2024/PA.MIg dan 41/Pdt.P/2024/PA.MIg?

C. Tujuan Penelitian
Selaras dengan konsep rumusan masalah yang ditetapkan peneliti
di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan landasan penetapan hakim Pengadilan
Agama kota Malang dalam mengabulkan dispensasi kawin No.
50/Pdt.P/2024/PA.Mlg dan 41/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

2. Untuk menganalisa tinjauan maslahah mursalah dalam
mengabulkan dispensasi kawin pada penetapan Pengadilan Agama
kota ~ Malang  No.  50/Pdt.P/2024.PA.MIg  dan  No.

41/Pdt.P/2024.PA.MIg.
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D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberi
manfaat dan kontribusi yang luas terhadap perkembangan ilmu pengetahuan
dalam kajian dispensasi kawin di Indonesia baik secara langsung maupun
tidak langsung.
1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai sebagai bahan refrensi atau panduan untuk
kalangan akademisi dalam menggali informasi yang berkaitan dengan
dipensasi kawin baik itu berupa faktor penyebabnya, landasan hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganya.
2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sumber rujukan serta mempermudah peneliti
selanjutnya dalam memperoleh informasi tambahan terkait dispensasi
perkawinan. Penelitian ini juga dapat dijadikan panduan para hakim dalam
memutus perkara dispensasi perkawinan. Selain itu harapannya, karya tulis
ini akan menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi para akademisi di
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah dalam

konteks dispensasi perkawinan.
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E. Defenisi Operasional

1. Rasio decidendi: Alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim
untuk sampai kepada keputusannya dengan memperhatikan fakta
materil.1®

2. Dispensasi kawin: Pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon
suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan
perkawinan.®

3. Pengadilan Agama: Sebuah lembaga peradilan agama di tingkat dasar
yang berfungsi sebagai wadah untuk menyelesaikan perselisihan hukum
perdata dalam lingkup kekuasaan kehakiman dengan kewenangan
absolut dan relatif yang telah diatur dalam perundang-undangan.’

4. Penetapan: Putusan pengadilan atas suatu permohonan (volunter),
seperti putusan dalam kasus pembebasan nikah, penerbitan surat nikah,
wali adhal, pembutan akta nikah, kasus poligami, perwalian dan perkara
sejenis lainnya. Putusan tersebut bukan dalam bentuk gugatan
melainkan permohonan sehingga, hanya terdapat satu pihak yang
mengajukan permohonan tanpa adanya pihak lawan. Selain itu, hakim
tidak menggunakan istilah "mengadili" melainkan "menetapkan".

5. Maslahah mursalah: Istilah yang dikenal dalam ilmu ushul figih dalam

menggali ketentuan hukum yang tidak mempunyai dalil secara explesit

15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2022), 158.

16 Muhamad Hasan Sebyar, Fauzul Fil Amri dan Tauhid, Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama
Penyabungan Dalam Despensasi Nikah, (Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media, 2022), 11

17 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia, (Malang: Setara Press, 2014), 4.

18 Magang JLK, “Perbedaan Putusan dan Penetapan Hakim,” Jogjalawkarta (blog), March 31, 2023,
https://jogjalawkarta.com/perbedaan-putusan-dan-penetapan-hakim/.
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dan juga tidak ada kejelasan syariat atas pembatalannya.® Dan dengan
tujuan untuk kemaslahatan umat, yaitu mengambil kemanfaatannya

serta menjaga dari kemudharatanya.?

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan termasuk jenis penelitian hukum
normatif yaitu salah satu jenis penelitian hukum terhadap norma-norma,
aturan, atau asas-asas hukum yang berkembang dan selaras dengan tema
pada penelitian. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum
normatif ditunjukan terhadap penelitian yang menarik asas-asas hukum,
sistematika hukum, perbandingan hukum, perundang-undangan serta
historis hukum.?!
2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach).
Adapun pendekatan kasus merujuk pada metode di mana peneliti
menganalisis alasan atau landasan hukum yang digunakan oleh hakim
hingga sampainya pada suatu putusan.?? Dalam penelitian ini, peneliti

menganalisis penetapan majelis hakim tentang dispensasi kawin yang telah

19 «(Pdf) Maslahah-Mursalah; Suatu Metode Istinbath Hukum | Husni Syams - Academia.Edu,”
Accessed November 27, 2022,
Https://Www.Academia.Edu/4417211/Maslahah_Mursalah_Suatu_Methode_Istinbath_Hukum.

20 Mukhsin Nyak Umar, Al-Marsalah Al-Mursalah Kajian atas Relevansinya Dengan Hukum Islam,
(Banda Aceh: Turats, 2017), 1

21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2007),51

22 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, 158
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memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama kota Malang
dengan menggunakan konsep maslahah mursalah. Selain itu pada
penelitian ini, peneliti juga menerapkan metode atau teknik purposive
sampling yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu
pertimbangan tertentu seperti ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah
diketahui sebelumnya. Hal itu bertujuan untuk supaya data yang diperoleh
bisa lebih representatif.?® Sehingga didapatkan lah 2 sampel yang menjadi
fokus  peneliti  dari  total 52  populasi, yaitu penetapan
No.50/Pdt.P/2024/PA.Mlg dan penetapan No.41/Pdt.P/2024.Mlg.
3. Jenis Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat
otoritatif yang yang berarti bahan pustaka tersebut merupakan
sumber utama.?* Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-
undangan, yurisprudensi, catatan-catatan resmi maupun bahan
hukum yang terkait dengannya. Data dalam bahan hukum primer
adalah data yang berasal dari sumber asli. Dalam konteks penelitian
ini, bahan hukum primer meliputi:
1) Putusan Pengadilan Agama kota Malang tahun 2024
(Januari-April).

2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 85.
24 Zainuddin Ali, Metode Peneltian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 47.
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4)

5)
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Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 tentang

Kompilasi hukum Islam (KHI).

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder merupakan materi tambahan yang

mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berfungsi

sebagai peneguhan dan pendukung terhadap keakuratan data primer.

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber seperti buku, jurnal,

atau jenis lainnya yang relevan dengan topik penelitianDalam penelitian

ini bahan hukum skunder meliputi:

1)

2)

3)

Buku Muhamad Hasan, Fauzul Fil Amri dan Tauhid Sebyar,
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Penyabungan
Dalam Despensasi Nikah, Sumatera Barat: Mitra Cendekia
Media, 2022.

Artikel yang ditulis oleh Haris Hidayatulloh and Miftakhul
Janah, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum
Islam,” Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 1 (2020): 34—
61.

Artikel yang ditulis oleh Kamarusdiana and Ita Sofia,
“Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi
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Hukum Islam,” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 7,
no. 1 (February 9, 2020): 49-64.
4) Artikel yang ditulis oleh Hendri Hermawan Adinugraha and
Mashudi Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam
Penentuan Hukum Islam,” Jurnal limiah Ekonomi Islam 4,
no. 01 (March 31, 2018): 63-75.
5) Sertaartikel-artikel lainnya yang berkaitan dengan penelitian
ini.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan-bahan tersier merujuk pada materi hukum yang memberikan
dukungan dan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan
sekunder. Dalam konteks penelitian ini, termasuk Kamus Besar Bahasa
Indonesia, ensiklopedia, dan sumber lainnya.
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Metode Pendekatan pengumpulan bahan hukum dalam penelitian
ini dilakukan melalui studi pustaka, yang mengacu pada penelaahan
terhadap berbagai bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier, yang relevan dan sejalan dengan fokus penelitian tentang
dispensasi perkawinan. Bahan hukum yang dikaji dan diambil berasal dari
beberapa putusan Pengadilan Agama kota Malang tahun 2024 (Januari-
April), kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif maslahah

mursalah.
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6. Metode Pengolahan Bahan
Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dalam mengolah
bahan setelah pengumpulan adalah:
a. Edit Bahan Hukum
Tahap edit atau pemeriksaan bahan hukum adalah proses
pengecekan kembali sumber bahan hukum yang digunakan baik itu
berupa file, informasi, atau catatan setelah peneliti mengumpulkan
bahan hukum yang berkaitan dengan pokok kajian yaitu dispensasi
kawin. Pemeriksaan ini dilakukan dengan maksud untuk memastikan
bahan hukum yang digunakan apakah telah sessuai dan relavan dengan
pokok kajian peneliti terkait alasan penetapan hakim Pengadilan Agama
kota Malang mengabulkan perkara dispensasi kawin.
b. Klasifikasi Bahan Hukum
Setelah proses editing selesai, langkah berikutnya adalah melakukan
pengklasifikasian atau pengelompokkan terhadap bahan-bahan hukum.
Klasifikasi merupakan tahap di mana bahan pustaka dikelompokkan
berdasarkan kesamaan fungsinya sebagai sumber bahan hukum dalam
penelitian.® Dalam konteks ini, peneliti membagi dua bagian
berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, yakni mengenai
pertimbangan hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam
memutuskan kasus dispensasi kawin tahun 2024 (Januari-April)

kemudian analisis maslahah mursalah terhadap putusan hakim tersebut.

25 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). 129
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c. Verifikasi Bahan Hukum
Pada tahapan ini, Peneliti melakukan peninjauan ulang terhadap
sumber-sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan, termasuk dalil-
dalil hukum Islam, Undang-Undang, kompilasi Hukum Islam, literatur
tentang dispensasi perkawinan, dan bahan hukum lainnya.
d. Analisis Bahan Hukum
Analisis adalah tahap yang diperlukan bagi peneliti untuk
menyederhanakan informasi sehingga lebih mudah dipahami dan
diinterpretasikan. Dalam konteks ini, peneliti menerapkan metode
analisis normatif deskriptif untuk mengkaji bahan hukum.Yaitu putusan
hakim Pengadilan Agama kota Malang tahun 2024 (Januari-April)
dengan persepektif maslahah mursalah.
e. Kesimpulan
Kesimpulan merupakan ringkasan yang jelas dan padat dari hasil
penelitian yang telah diselidiki secara sistematis. Dalam penelitian ini,
kesimpulan dibuat berdasarkan analisis mendalam dari seluruh bahan
hukum yang telah dikumpulkan dan diselidiki secara menyeluruh,
sehingga setelah semua bahan hukum dan hasil penelitian terkumpul,
kesimpulan dibentuk dari informasi yang diperoleh untuk menjawab
permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti.
G. Penelitian Terdahulu
Berikut beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti

sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian ini adalah :
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1. Saderi, Ahmad Baihagi Syamsuddin (2021) Dampak dispensasi kawin
terhadap pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang
perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang
pernikahan dan peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama
Pasuruan. Tesis Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim.?®

Penelitian yang diteliti oleh Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi di
atas terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini, yaitu
peneliti di atas dalam penelitiannya berfokus terhadap dampak
dispensasi kawin terhadap Undang-undang perkawinan Nomor 16
Tahun 2019 pasal 7 serta akibat terhadap peningkatan perceraian di
wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan. Penelitian tersebut
menggunakan metode empiris atau lapangan dan hasil kajiannya
menyatakan bahwa batas usia pernikahan berdampak terhadap
penambahan angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasuruan
yang disebabkan faktor kultur masyarakat, ekonomi, pendidikan serta
hamil duluan. Terjadi peningkatan kasus perceraian di Pengadilan
Agama Pasuruan dari tahun 2015-2021 (Januari—Februari) disebabkan
oleh berbagai faktor, KDRT, Konflik yang berkelanjutan, pertikaian
yang berlarut-larut, dan kondisi ekonomi. Selain itu pasangan yang

selalu mengajukan perceraian adalah pasangan yang dahulunya

26 Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi, “Dampak dispensasi kawin terhadap pasal 7 undang undang
nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan dan peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan” (undergraduate,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik 1brahim, 2021), http://etheses.uin-malang.ac.id/32915/.
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mengajukan dispensasi nikah setiap tahun, kecuali dari Januari hingga
Februari 2021, ketika tidak ada pasangan yang mengajukan
pwemohonan dispensasi.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti fokus terhadap fenomena
dispensasi kawin yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama kota
Malang dengan mengakaji putusan majelis hakim yang berkekuatan
hukum tetap serta dianalilis dengan teori maslahah mursalah. Adapun
persamaanya yaitu sama-sama menganalisa kasus dispensasi kawin dan
menjadi pokok akar pembahasan.

2. Fauziyah, Maulidatul (2021) Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri
pada pasangan dispensasi kawin hamil ditinjau dari Magasid Al-
Syart'ah Thahir Ibnu Asyur : Studi kasus di Kepanjen Kabupaten
Malang. Tesis S2, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.?’

Adapun terkait penelitian yang peneliti analisis ini terdapat
perebedaan dan persamaan dengan peneliti di atas, yaitu dalam
pembahasannya juga mengkaji kasus dispensasi kawin. Perbedaanya
yakni fokus penelitian di atas menjelaskan bagaimana kendala dan
solusi dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terhadap
pasangan dispensasi kawin akibat hamil. Peneliti tersebut menerapkan
pendekatan empiris dengan mengumpulkan data melalui melakukan

wawancara tatap muka dan menggunakan pendekatan antropologi

2" Maulidatul Fauziyah, “Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan dispensasi kawin
hamil ditinjau dari Maqasid Al-Syari’ah Thahir Ibnu Asyur : Studi kasus di Kepanjen Kabupaten
Malang” (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), http://etheses.uin-
malang.ac.id/35320/.
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hukum pada masalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada
pasangan dispensasi kawin hamil. Peneliti juga dalam menganalisis
datanya menggunakan teori magashid syari’ah Thahir lbnu Asyur.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah
Pasangan di bawah sembilan belas tahun menciptakan keluarga yang
tidak stabil dengan kesulitan ekonomi, putus sekolah, resiko kehamilan
di usia muda, ketidaksiapan untuk menerima kehamilan dan mengasuh
anak, dan bergantung pada orang tua untuk kebutuhan tempat tinggal
dan sehari-hari. Keluarga ini hidup menjadi beban orang tua tanpa
berusaha untuk hidup sendiri dan belum dapat memenuhi seluruh hak
dan tanggung jawab yang dimiliki oleh suami dan istri.Dalam kasus
seperti ini, pernikahan kurang dapat memenuhi tujuan magashid
syart'ah pernikahan karena hak dan kewajiban suami ditunjukkan
sebagai bukti pelaksanaan tanggung jawab untuk membangun tujuan
pernikahan, dan suami kurang bertanggung jawab untuk mencari nafkah
untuk menjamin kehidupan yang sehat. Selain itu pernikahan ini juga
tidak menghasilkan nasab yang menyambung kepada ayah kandung dari
anak yang dilahirkan.

Sedangkan dalam penelitian ini berfokus terhadap alasan majelis
hakim memberi izin untuk menikah dalam perkara dispensasi kawin
yang terjadi di Pengadilan Agama kota Malang dengan menggunakan
teori maslahah mursalah, selain itu juga termasuk dalam jenis penelitian

hukum normatif.
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3. Jannah, Miftahul (2021) Pemberian Dispensasi Nikah karena faktor
hubungan erat kedua belah pihak perspektif Saddu Al Dzari‘ah dan
Undang-Undang Perlindungan Anak : Studi Putusan Nomor
0054/pdt.P/2017/PA.MLG. Tesis Sarjana, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim.?

Penelitian yang diteliti oleh Miftahul Jannah di atas, memiliki
persamaan dengan penelitian ini yaitu dalam pembahasannya sama-
sama membahas tentang pertimbangan atau dasar majelis hakim
terhadap terkabulnya dispensasi kawin. Penelitian tersebut juga
menggunakan metode hukum normatif dengan tiga pendekatan yaitu
pendekatan konsep, perundang-undangan dan kasus. Penelitian tersebut
menyimpulkan bahwa menurut saddu al dzari’ah putusan hakim telah
sesuai dan memenuhi salah satu rukunnya yaitu pernikahan sebagai
washilah untuk mencegah mafsadah yang mungkin akan terjadi.
Sedangkan menurut undang-undang perlindungan anak tidaklah tepat
sebab kontradiktif dengan ketentuan Pasal 26 yang melarang pernikahan
dini.

Perbedaannya terletak pada penggunaan dua sudut pandang berbeda
dalam penelitian tersebut, yaitu sudut pandang saddu al dzari'ah dan
undang-undang perlindungan anak. Sedangkan penelitian ini

menggunakan pendekatan perspektif maslahah mursalah.

28 Miftahul Jannah, “Pemberian Dispensasi Nikah karena faktor hubungan erat kedua belah pihak
perspektif Saddu Al Dzari’ah dan Undang-Undang Perlindungan Anak: Studi Putusan Nomor
0054/pdt.P/2017/PA.MLG” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,
2021), http://etheses.uin-malang.ac.id/25593/.
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4. Himawan, Roza (2023) Metode Hakim Pengadilan Agama Jember
dalam penentuan grade dispensasi kawin. Undergraduate thesis,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Iorahim.?

Adapun perbedaan penilitian di atas dengan penelitian ini yaitu
penelitian tersebut fokus terhadap metode yang diterapkan hakim
dalam menentukan batas grade dispensasi kawin di Pengadilan
Agama Jember. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode
penelitian hukum empiris, dan menggunakan pendekatan sosiologis
hukum. hasil kajiannya menyatakan banyaknya permohonan
dispensasi kawin yang disebabkan oleh perubahan undang-undang,
pergaulan bebas, dan kurangnya pengawasan dari orang tua membuat
hakim Pengadilan Agama Jember menetapkan grade dalam perkara
permohonan dispensasi kawin. Hakim menetapkan grade pada laki-laki
usia 17 tahun dan perempuan 16 tahun. Dalam mengabulkan
permohonan dispensasi kawin, hakim melihat adanya kedaruratan yang
disebabkan oleh kehamilan diluar nikah, menghindari hal-hal yang
menjerumuskan pada perzinahan dan lain-lain. Adanya grade dalam
perkara dispensasi kawin sangat berpengaruh pada penurunan angka
permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember.

5. Sulasah, Siti Amanatus (2022) Pandangan Hakim Pengadilan Agama

Blitar tentang banyaknya permohonan dispensasi kawin perspektif

29 Roza Himawan, “Metode Hakim Pengadilan Agama Jember dalam penentuan grade dispensasi
kawin” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), http://etheses.uin-
malang.ac.id/57988/.
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Magashid Syariah Jasser Auda. Tesis Sarjana, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim.*

Adapun perbedaan penelitian di atas yaitu penelitian di atas
menjelaskan tentang alasan terjadinya peningkatan permohonan izin
menikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar dengan
pendekatan metode empiris serta menggunakan sudut pandang
maqashid syariah Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terdapat banyak permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan di
Pengadilan Agama Blitar antara tahun 2019 hingga 2021. Permohonan
tersebut didasarkan pada sejumlah alasan, termasuk perubahan undang-
undang, kurangnya pendidikan dan kurangnya pembentukan spiritual
pada anak-anak, kurangnya pengawasan dalam penggunaan teknologi
oleh anak-anak, kehamilan sebelum pernikahan, serta kekhawatiran
yang mendalam dari orang tua dan pergaulan bebas. Dalam pandangan
maqashid syariah oleh Jasser Auda, hakim mengabulkan permohonan
dispensasi perkawinan karena alasan-alasan mendesak seperti
kehamilan di luar nikah dan ketakutan akan perilaku zina oleh anak.
Sebaliknya, permohonan dispensasi perkawinan ditolak oleh hakim
ketika calon mertua tidak hadir dan calon suami tidak memiliki

pekerjaan. Keputusan hakim yang menolak kasus dispensasi

% Siti Amanatus Sulasah, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar tentang banyaknya
permohonan dispensasi kawin perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda” (undergraduate,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), http://etheses.uin-malang.ac.id/42757/.
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perkawinan ini sesuai dengan tujuan utama magashid syariah, yang

mencakup memelihara agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta.

Sedangkan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif

yang memaparkan tentang bagaimana landasan hakim Pengadilan

Agama kota Malang yang berkekuatan hukum tetap serta dianalisis

dengan sudut pandang maslahah mursalah.

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu

No Nama Judul Persamaan | Perbedaan
Peneliti

1. | Ahmad Baihagi | Dampak dispensasi kawin | Dispensasi Fenomena
Syamsuddin Saderi, | terhadap Pasal 7 Undang- | kawin dispensasi
UIN Maulana Malik | undang Nomor 16 Tahun | sebagai kawin i
Ibrahim Malang | 2019 tentang perubahan | pokok dasar | wilayah
(2021). atas Undang-undang | kajian. hukum

Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan
tentang Pernikahan dan Agama
peningkatan angka kota
perceraian di Pengadilan Malang.
Agama Pasuruan.

2. | Maulidatul Fauziyah, | Pemenuhan  hak  dan | Akar pokok | Perspektif
UIN Maulana Malik | kewajiban suami istri pada | pembahasan | yang
Ibrahim Malang | pasangan dispensasi kawin | sama-sama | digunakan
(2021). hamil ditinjau dari | tentang Maslahah

Magasid Al-Syari'ah | dispensasi Mursalah.
Thahir lbnu Asyur: Studi | kawin.

kasus di Kepanjen

Kabupaten Malang.

3. | Miftahul Jannah, | Pemberian Dispensasi | Faktor Perspektif
UIN Maulana Malik | Nikah ~ karena  faktor | terkabulnya | yang
Ibrahim Malang | hubungan erat kedua belah | disepensasi | digunakan
(2021). pihak perspektif Saddu Al | kawin. Maslahah

Dzari'ah dan Undang- Mursalah.
Undang Perlindungan
Anak Studi  Putusan
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Nomor
0054/pdt.P/2017/PA.MLG
Himawan, Roza, | Metode Hakim Pengadilan | Dispensasi Fenomena
UIN Maulana Malik | Agama Jember dalam | kawin dispensasi
Ibrahim penentuan grade | sebagai kawin  di
Malang (2023) dispensasi kawin. fokus wilayah
pembahasan. | hukum
Pengadilan
Agama
kota
Malang.
Siti Amanatus | Pandangan Hakim | Dispensasi Maslahah
Sulasah, UIN | Pengadilan Agama Blitar | kawin serta | mursalah
Maulana Malik | tentang banyaknya | peran hakim | sebagali
Ibrahim Malang | permohonan  dispensasi | sebagali metode
(2022). kawin perspektif | objek kajian.
Maqgashid Syariah Jasser | penelitian.
Auda.

H. Sistematika Pembahasan
Bab | yaitu pendahuluan. Yang menjelaskan tentang alasan dibalik
penelitian, dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi, selanjutnya
dirumuskan dalam sebuah rumusan masalah sebagai titik acuan penelitian.
Kemudian penyampain tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode
yang digunakan dalam penelitian. Selain itu terdapat juga penelitian-
penelitian terdahulu sebagai perbandingan dengan penelitian yang diteliti,
dan terakhir sistematika pembahasan. Untuk mempermudah dalam
memahami istilah-istilah atau variabel dalam penelitian difasilitasi dengan
definisi operasional. Pada bab ini dimaksudkan untuk memberikan
gambaran umum tentang penulisan skripsi

Bab Il yaitu tinjauan pustaka. Bagian tinjauan pustaka mengulas

teori atau konsep-konsep yang menjelaskan perihal pernikahan, batasan usia
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pernikahan, dan dispensasi nikah, teori maslahah mursalah dan juga
menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh pen

Bab 111 hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menyajikan hasil
penelitian yang dimulai dengan mendeskripsikan putusan Pengadilan
Agama Kota Malang pada tahun 2024 (Januari-April), di mana dipilih dua
putusan sebagai sampel, yang mewakili seluruh putusan yang dikeluarkan.
Selanjutnya, kedua putusan tersebut ditelaah dan dianalisis menggunakan
teori maslahah mursalah.

Bab IV vyaitu bagian akhir mencakup penutup yang terdiri dari
kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan memberikan ringkasan singkat
tentang hasil dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Rekomendasi, di sisi
lain, menawarkan saran-saran peneliti kepada pihak-pihak yang terlibat
untuk mendukung penyelenggaraan penelitian yang lebih efektif dan

bermanfaat di masa mendatang.



BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan Persfektif Hukum Islam

1. Pengertian
Secara etimologi kata nikah dalam kamus lisanul ‘Arab berasal
kata =~ - =u - LW yang dimaknai sama artinya dengan kata zs
(perkawinan).®! Selain itu nikah juga diartikan dengan “berkumpul” atau
“bersetubuh” dan akad. Secara terminologis pernikahan (nikah) yaitu akad
yang membolehkan terjadinya istimta’ (persetubuhan) dengan seorang
wanita. Selama wanita tersebut bukan termasuk wanita yang diharamkan
baik dengan sebab keturunan ataupun sebab persusuan .Menurut Ahmad
Ghandur seperti yang dinukil oleh Amir Syarifuddin dalam buku karangan
Mardani, bahwa nikah yaitu akad yang membolehkan bergaulnya laki-laki
dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan
menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak dan kewajiban.*2
2. Hukum perkawinan
Banyak pendapat mengenai dasar hukum pernikahan, para ulama
berbeda pendapat dikarenakan salah satunya terjadi perbedaan penafsiran
atas ayat atau hadits tentang pernikahan yang di dalamnya terdapat kalimat

perintah, apakah kalimat perintah tersebut harus diartikan wajib, sunnah,

31 Hasbi a-Shiddieqy, Al-Islam 2, Edisi ke 2 (Cet. I; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987), 238
32 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha limu, 2011), 4.

27
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atau bisa juga mubah. Banyak sekali ayat Al Qur’an yang menyinggung

tentang anjuran menikah, salah satunya adalah Q.S. An Nur: 32
1R B 38 01 ISl 2S3ke (e Gbially 8T 031 15T

1o Aty Bl Srvallal 2
Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di
antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari
hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika
mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka
dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahui. (Q.S. an nur :32).3
Mayoritas ulama (Jumhur) berpendapat bahwa hukum nikah
adalah sunnah. Menurut pandangan kelompok Zahiriyyah, pernikahan
dianggap wajib bagi sebagian orang, sunnah bagi sebagian lainnya, dan
mubah bagi kelompok lainnya. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan
kekhawatiran atau kesulitan yang mungkin dialami individu.®* Berikut
diantara status hukum tersebut adalah:
a. Wajib, Pernikahan menjadi wajib bagi individu yang mampu
menikah, memiliki dorongan biologis, dan khawatir akan terjerumus
ke dalam perzinaan jika tidak menikah. Kewajiban ini didasarkan

pada alasan bahwa menjaga kehormatan diri dari kemungkinan

melakukan zina adalah suatu keharusan.®®

33 “Qur’an Kemenag,” accessed February 5, 2024, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-
ayat/surah/17?from=32&to=111.

34 Abd Rahman Ghazaly, Figh Munakkahat (Jakarta: Kencana, 2003), 16.

35 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004), 91.
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b. Sunnah, Menurut jumhur ulama bagi siapa saja yang apabila tidak

menikah, sanggup menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan
haram, dan apabila ia menikah ia yakin tidak akan menzalimi dan
membawa mudarat kepada istrinya.*

Makruh, Bagi orang yang khawatir akan berbuat nista dan membawa
mudarat kepada istrinya dan tidak merasa yakin dapat menghindari
hal itu jika ia menikah.®’

Haram, Pernikahan dianggap haram jika salah satu pihak berniat
menyakiti pihak lainnya, bukan untuk beribadah atau mengikuti
Sunnah Rasulullah SAW. Selain itu, pernikahan juga menjadi haram
bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan, kemampuan, atau
tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban rumah tangga, sehingga

jika menikah, ia dan pasangannya akan terabaikan.*®

B. Perkawinan Persfektif Hukum Positif

Pengertian

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan

adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan
tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa.*® Selain itu, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa

36 Ashrorun Ni‘am Sholeh. Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga, (Jakarta: Elsas.

2008), 5.

87 Ashrorun Ni“am Sholeh. Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga, 9.
38 Abd Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, 20.
%9 pasal 1 Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalidzan untuk
menaati perintah Allah, di mana melaksanakan pernikahan dianggap
sebagai bentuk ibadah.*°

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan dengan tegas
bahwa keabsahan perkawinan hanya terpenuhi jika dilakukan sesuai dengan
ketentuan agama masing-masing pihak yang menikah. Bagi umat Islam,
syarat sahnya perkawinan melibatkan pemenuhan syarat-syarat tertentu
yang harus ada sebelum perbuatan hukum dilakukan, serta pemenuhan
rukun yang harus ada atau dilaksanakan saat perbuatan hukum tersebut

dilakukan.

2. Syarat- syarat Perkawinan
Adapun syarat-syarat perkawinan yang diatur oleh undang-
undang terkait batas usia pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan dapat dilangsungkan dengan persetujuan kedua calon
mempelai.

b. Calon mempelai yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan
izin dari kedua orang tua.

c. Jika salah satu orang tua telah meninggal atau tidak mampu, izin
cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau mampu
menyatakan. Jika kedua orang tua telah meninggal, izin harus

didapat dari wali.

40 pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.
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d. Perkawinan diizinkan jika kedua calon mempelai telah berusia 19
tahun.

e. Jika calon mempelai belum berusia 19 tahun, mereka dapat
mengajukan dispensasi ke pengadilan yang diajukan oleh kedua
orang tua dari pihak pria dan wanita dengan alasan mendesak serta
bukti yang memadai.

f. Selain ketentuan umur diatas, syarat yang juga harus di perhatikan
adalah hubungan nasab antara dua calon mempelai. Sebab
perkawinan dilarang jika memiliki hubungan darah, diantaranya
pertama, hubungan darah dalam garis keturunan langsung, baik ke
atas maupun ke bawah. Kedua, hubungan darah ke samping, seperti
antara saudara kandung, antara seseorang dengan saudara orang tua
(paman atau bibi), serta dengan saudara nenek atau kakek. Ketiga,
hubungan dengan mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.
Keempat, hubungan karena susuan, Kelima, hubungan antara
saudara dengan istri. Keenam, hubungan yang dilarang oleh agama
atau aturan lain yang berlaku.

Ketentuan syarat pernikahan di atas sejatinya merupakan salah satu
bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka untuk menjaga kehidupan yang
sejahtera tanpa adanya diskriminasi, eksploitasi maupun penindasan. Selain
itu juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini di
Indonesia serta melindungi hak-hak anak. Sebagaimana tercantum dalam

Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan
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revisi atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak yang berbunyi:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.”*

Namun, hal tersebut tidak akan cukup tanpa dukungan dari
keluarga, terutama orang tua. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa peran orang tua sangat
berpengaruh terhadap perkembangan anak. Orang tua memiliki kewajiban

untuk mendidik, melindungi, dan mencegah terjadinya perkawinan di

bawah umur.*?

C. Batasan Usia Menikah

1. Batasan usia menikah menurut hukum Islam
Dalam Islam, tidak terdapat pembahasan spesifik mengenai batas
usia perkawinan. Al-Qur'an hanya memberikan petunjuk secara umum dan
memberi keleluasaan kepada umat Islam untuk menetapkan batas usia yang
sesuai dengan syarat dan petunjuk yang telah ditetapkan, serta disesuaikan
dengan konteks hukum yang berlaku. Islam menegaskan bahwa seseorang
yang ingin menikah diharapkan telah mencapai kematangan (baligh) dan

memiliki kelayakan untuk menikah, sehingga mampu menjalani dan

41 pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
42 Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
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mengelola rumah tangga dengan baik. Hal tersebut berdasarkan firman

Allah surat An Nisa ayat 6 :
A g 30506 118 aak 2l 06 280 1AL ) s s lsg

Artinya: Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta)
sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika
menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta),

serahkanlah kepada mereka hartanya.*®

Dalam Islam, perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi
syarat dan rukun. Akan tetapi ketentuan batas usia tidak termasuk syarat
maupun rukun perkawinan, dalam Islam salah satu syarat yang harus
dipenuhi adalah baligh yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia
tertentu yang menjadi jelas baginya segala persoalan yang dihadapi, mampu
mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dapat
memberikan persetujuan untuk menikah.

Pendapat para ahli fikih mengenai usia baligh bervariasi. Menurut
Fikih Syafi‘iyyah, kriteria baligh bagi laki-laki adalah mencapai usia genap
15 tahun gomariyah, atau terjadinya ejakulasi (minimal usia 9 tahun), serta
pertumbuhan bulu kemaluan. Sedangkan untuk perempuan, kriteria baligh

adalah menstruasi atau hamil. Fikih Syafi'iyyah menyatakan bahwa usia

43 “Qur’an Kemenag.”
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baligh rata-rata bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, dan
pandangan ini sejalan dengan Fikih Hanabilah. 44

Fikih Malikiyyah menguraikan kriteria baligh untuk laki-laki, antara
lain adalah keluarnya mani baik dalam keadaan tidur atau terjaga,
pertumbuhan bulu kasar di sekitar kemaluan dan ketiak, sensitivitas
meningkat pada indra penciuman hidung, serta perubahan pada pita suara.
Selain itu, laki-laki dianggap telah mencapai baligh pada usia 18 tahun
atau genap 17 tahun yang sudah memasuki tahun ke-18. Sedangkan bagi
perempuan, ciri balighnya adalah saat mengalami menstruasi. 4

Fikih Hanafiyyah mengemukakan bahwa kriteria baligh bagi laki-
laki adalah mencapai usia minimum 12 tahun, atau mengalami ihtilam
(ejakulasi) karena hubungan seksual atau tidak, atau hamilkan perempuan.
Sementara itu, tanda baligh bagi perempuan menurut Fikih Hanafiyyah
adalah saat mengalami menstruasi atau hamil, dengan usia minimal 9
tahun. Imam Abu Hanifah juga menetapkan usia rata-rata baligh, yaitu 18
tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan.*®

Ulama kontemporer Yusuf Qardhawi menyoroti perlunya
menetapkan batas usia minimum untuk perkawinan, mengingat bahwa
sebuah pernikahan yang diharapkan bermakna dan bernilai ibadah dapat

terganggu jika dilakukan pada usia yang kurang tepat. Qardhawi tidak

44 Kamarusdiana Kamarusdiana and Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” SALAM: Jurnal Sosial dan
Budaya Syar-i 7, no. 1 (February 9, 2020): 49-64, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534.

45 Kamarusdiana and Sofia.

46 Kamarusdiana and Sofia.
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secara spesifik menentukan angka usia yang konkret sebagai batasan
perkawinan, tetapi lebih menekankan pentingnya menikah setelah
mencapai usia baligh, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan
geografis yang berbeda di tiap-tiap negara.*’

2. Batasan usia menikah menurut Undang-undang

Sebelumnya, aturan mengenai batas usia perkawinan dijelaskan
dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yang menetapkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika
pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai
usia 16 tahun.”*® Kemudian terjadi perubahan yang termaktub dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14
Oktober 2019 di Jakarta. Perubahan tersebut mengubah ketentuan batas
usia pernikahan yang sebelumnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk
wanita menjadi 19 tahun bagi keduanya.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memperbarui Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan tindak lanjut
dari Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
22/PUUXV/2017 yang mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan

47 Haris Hidayatulloh and Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum
Islam,” Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 1 (2020): 34-61.
48 pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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tersebut mengakibatkan pembatalan ketentuan usia minimal 16 tahun bagi
perempuan untuk menikah, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7
ayat (1) Undang-undang tersebut.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penggunaan usia 16 tahun
dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan bertentangan dengan
Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang
menegaskan kesetaraan setiap warga negara di mata hukum. Selain itu,
Mahkamah Konstitusi juga menyoroti perbedaan usia minimal perkawinan
antara laki-laki dan perempuan dalam undang-undang tersebut yang
dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Ketika usia minimal untuk
perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki,
hal ini memberikan kesan bahwa perempuan secara hukum lebih cepat
untuk  menikah. Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi
menginstruksikan kepada pembuat undang-undang untuk melakukan
perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dalam waktu maksimal 3 (tiga) tahun. Akhirnya, disepakati
peningkatan batas usia perempuan menjadi 19 tahun, sehingga batas usia
perkawinan untuk laki-laki dan perempuan menjadi sama, yaitu 19 tahun.*

Kompilasi hukum Islam juga mempertegas perihal batasan usia

perkawinan yang tercantum dalam Pasal 15:

(1)“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan
hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur
yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

49 Kamarusdiana and Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” 61.
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yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon
isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

(2)”Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus
mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3),
(4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.7%°

D. Dispensasi kawin

1. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dispensasi
merujuk pada pengecualian dari norma atau peraturan karena ada alasan
khusus, pembebasan dari tuntutan tertentu, atau pengabaian terhadap suatu
larangan atau kewajiban. Dalam konteks ini, dispensasi diberikan untuk
melanggar aturan yang biasanya berlaku menurut pembuat undang-
undang.®! Dalam terminologi hukum, dispensasi merujuk pada
pelanggaran atau pengecualian dari ketentuan-ketentuan hukum atau

undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil.>
Dispensasi kawin adalah pemberian izin dari Pengadilan Agama
untuk melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai pria maupun
wanita yang belum mencapai umur minimal yang disyaratkan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena belum
dapat bertindak sendiri di Pengadilan, untuk itu permohonan dispensasi
kawin ini harus diajukan oleh orangtua yang bersangkutan. Mahkamah

Agung dalam (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa

50 Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam
51 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 209.
52 Yan Pramadya Puspa, Kamus hukum (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), 321.
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dispensasi perkawinan adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan
Agama kepada calon mempelai suami/isteri yang belum berusia 19 tahun
untuk melangsungkan perkawinan.>® Dispensasi pernikahan termasuk
dalam kategori perkara voluntair, yang berarti permohonan tersebut tidak
melibatkan perselisihan atau konflik dengan pihak lain, sehingga tidak
memiliki lawan dan menghasilkan penetapan hukum.>*

Dispensasi pernikahan adalah salah satu wewenang absolut yang
diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk
memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan izin menikah bagi
individu yang mengalami hambatan untuk menikah. Wewenang ini diatur
dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan
perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama.>®

2. Dasar hukum

Ketentuan landasan hukum dispensasi kawin sebelumnya adalah
minimal usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita sebagaimana
yang tertuang dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan. Namun aturan tersebut dirubah dan direvisi dengan Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa :

Ayat “(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ayat (2) Dalam hal

53 Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

5 Imam Syafi’i and Freede Intang Chaosa, “Penctapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi
Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif),” Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 2
(November 25, 2021): 94-114, https://doi.org/10.36835/mabahits.v2i2.761.

%5 Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
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terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua

pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan

alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang

cukup.”®

Ketentuan pasal di atas memberikan redaksi bahwa dasar pengajuan
dispensasi kawin adalah siapa saja yang belum berusia 19 tahun yang
bermaksud untuk menikah. Hak untuk mengajukan dispensasi ini
diberikan kepada orang tua atau wali dari calon mempelai pria maupun
wanita, bukan kepada calon mempelai sendiri. Pengajuan dispensasi harus
disertai alasan yang sangat mendesak dan didukung oleh bukti-bukti yang
jelas.

3. Asas-asas hakim dalam mengadili dispensasi kawin

Dalam memutuskan perkara dispensasi pernikahan, hakim
diwajibkan memperhatikan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam
pedoman mengadili Permohonan dispensasi nikah yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Perma tersebut
menjadi acuan atau pedoman para hakim dalam mengadili perkara
dispensasi nikah. Adapun prinsip-prinsip yang tercantum dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tersebut mencakup kepentingan
terbaik anak, hak untuk tumbuh kembang dan hidup anak, menghormati

pendapat anak, menghargai martabat manusia, tanpa diskriminasi,

kesetaraan gender, kesetaraan di mata hukum, keadilan, manfaat, dan

% Pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan
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kepastian hukum.>” Adanya pedoman dalam mengadili dispensasi kawin
tersebut memiliki beberapa tujuan diantaranya:
1) Menjamin penerapan prinsip-prinsip terbaik bagi bagi
kepentingan anak.
2) Menjamin keberlangsungan sistem peradilan yang
melindungi dan memperhatikan hak-hak anak.
3) Mendorong kesadaran tanggung jawab orang tua untuk
mencegah perkawinan pada usia anak
4) Mengidentifikasi latar belakang diajukannya permohonan
dispensasi kawin apakah ada unsur paksaan.
5) Meningkatkan standar dalam proses penanganan

permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan.>®

4. Syarat administrasi pengajuan dispensasi kawin
Adapun beberapa syarat yang wajib dipenuhi para pemohon untuk
mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah yaitu:
1) surat permohonan
2) fotocopy kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali
3) fotocopy kartu keluarga
4) fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak atau

akta kelahiran anak

57 pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
58 Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
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5) fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak
dan/atau akta kelahiran calon suamif/istri.

6) dan fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat
keterangan masih sekolah dari sekolah anak.*®

Ketentuan administrasi di atas merupkan salah satu bentuk aturan

yang perlu diperhatikan oleh para pemohon dispensasi kawin, sebab

apabila ketentuan administarsi di atas tidak dipenuhi maka pihak

pengadilan berhak untuk menolak dan mengembalikan berkas untuk

dipenuhi atau dilengkapi kembali.

E. Maslahah Mursalah

1. Pengertian

Maslahah mursalah terdiri atas dua kata yang berbeda, maslahah
mursalah sendiri berasal dari bahasa Arab s3a -xlay -=la  berarti
sesuatu yang baik dan bermanfaat. Secara bahasa, kata "maslahah” berarti
"manfaat”, sedangkan "mursalah” berarti "lepas”. Dalam istilah, seperti
yang dijelaskan oleh Abdul-Wahab Khallaf, "maslahah mursalah™ berarti
sesuatu yang dianggap membawa manfaat, namun tidak memiliki
ketegasan hukum untuk diwujudkan dan tidak ada dalil khusus yang
mendukung atau menolaknya, sehingga ia disebut maslahah mursalah

(maslahah yang lepas dari dalil secara khusus)®.

59 Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
60 Satria Effendi, Ushul Figh, (Jakarta. Prenamedia Group,2005), 148
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Dalam pandangan Al-Buthi, maslahah adalah manfaat yang
ditetapkan syari’ untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan
agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sendiri sesuai dengan urutan
tertentu.

Sementara Imam  Al-Syatibi  mengklasifikasikan maslahah
menjadi dua bagian, maslahah dari keberaannya didunia dan dari
aspek hubungannya dengan statement syari’ah (khitab syari’ak). Dalam
kaitanya keberadaanya di dunia, maslahah berarti sesuatu yang
membicarakan penegakan kehidupan manusia dan pencapaian segala
sesuatu yang dianut oleh kualitas intelektual dan emosinya. Oleh
karena itu dalam dataran praktis, maslahah berhubungan erat dengan
sesuatu yang lazim dimasyarakat yang disebut adat. Sedangkan dari
aspek kedua, yaitu segala sesuatu kembali lagi kepada ketentuan-ketentuan
syariat.

Adapun menurut Imam  Al-Ghazali, secara harfiah maslahah
adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian. Namun
yang dikehendaki dalam pembahasan maslahah ini  bukanlah
pengertian tersebut, akan tetapi melestarikan tujuan-tujuan syariat.

Di Indonesia istilah maslahah sudah familiar dengan sebutan
maslahat yang bermakna menghadirkan kebaikan dan menolak
kefasikan.®! Secara umum maslahah yaitu segala sesuatu yang baik dan

bermanfaat dan menolak berbuat buruk yang menghasilkan mudharat.

81 Munawir Kholil, Kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 43
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Ahli Ushul Figh mendefinisikan maslahah mursalah sebagai
kebaikan yang dalam bentuk hukum yang telah disyariatkan oleh Islam,
dengan tujuan menciptakan kemaslahatan tanpa adanya dalil yang
membenarkan atau menyalahkannya. Akan tetapi maslahat tersebut
mempunyai kesesuaian dengan tujuan-tujuan syariat (magashid as-
syar’iah) sehingga maslahah mursalah bersifat mutlak lantaran tidak
adanya dalil yang menyatakan kebolehannya dan melarangnya.®?

Wahbah al Zuhaili memberi definisi yang dianggap akodatif dan
dapat menjelaskan hakikat maslahah, menurut dia bahwa maslahah adalah
karakter yang memiliki keselarasan dengan perilakau penetapan syari’ah
dan tujuan-tujuannya, akan tetapi secara spesifik tidak ditemukan dalil yang
mengungkapkan atau menolaknya, dengan proyeksi mewujudkan
kemaslahatan dan menghilangkan mafsadah (kerusakan).®®

Maslahah mursalah juga merupakan salah satu bentuk istinbath
hukum yang digagas oleh Imam Malik dan pengikutnya dan menjadikan
maslahah mursalah sebagai dasar hukum dalam menentukan suatu
perkara.%* Sehingga dapat disimpulkan bahwa maslahah mursalah adalah
suatu metode istinbath hukum yang tidak berdasarkan nash Al Qur’an atau
Hadits namun dengan pendekatan tujuan atau maksud diturunkannya suatu

perkara syara’.

62 Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, Al-Ahkam fi usul al-Ahkam, Juz 3 (Riyad: Muassasah AlHalabi,
1972), 142

83 Abdul Aziz, “Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis
Psikologi Dan Maslahah Mursalah,” Tasyri’ : Journal of Islamic Law 1, no. 1 (January 11, 2022):
25-43, https://doi.org/10.53038/tsyr.v1il.3.

% Ramli,SA, Mugaranah Madhahib fi ’I-Usiil (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 168.
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Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan
maslahah, pada dasarnya mereka sepakat bahwa kepentingan yang bersifat
umum dan mencakup tujuan hukum Islam adalah penting. Namun, tidak ada
dalil khusus yang secara eksplisit mendukung atau menolak maslahah ini.
Akan tetapi tidak terdapat dalil khusus yang menerangkan untuk menerima
maupun menolaknya.%

2. Macam-macam maslahah

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa klasifikasi maslahah
berdasarkan berbagai sudut pandang. Jika dilihat dari segi kualitas dan
tingkat kepentingan kemaslahatan tersebut, para ahli usul fikih membaginya
menjadi tiga jenis, yaitu:®®

1) Al-Maslahah adh-Dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang
berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan
akhirat. Kemaslahatan seperti terbagi menjadi lima, yaitu:
1). Memelihara agama, 2) Memelihara jiwa, 3) Memelihara
akal, 4) Memelihara keturunan, dan 5) Memelihara harta.

1) Al-Maslahah al-Hajiyah yaitu kemaslahatan yang
diperlukan untuk melengkapi kemaslahatan pokok
sebelumnya, yang berupa keringanan untuk

mempertahankan dan melindungi kebutuhan dasar manusia.

8 Juhaya S. Praja, Ilmu Ushul Figih ((Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 119.
% Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan
Ekonomi Islam 2, no. 1 (February 22, 2018): 117, https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163.
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Ketidakpenuhan kebutuhan tersebut akan menimbulkan
kesulitan, tetapi tidak akan menyebabkan kerusakan.

2) Al-Maslahah at-Tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang
sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat

melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Adapun jika dilihat dari segi keberadaannya maslahah dibagi

menjadi 3 macam vaitu:%’

1) Al-Maslahah al-Mu tabarah yaitu kemaslahatan yang
didukung oleh syara’. Maksudnya terdapat dalil khusus yang
menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

2) Al-Maslahah al-Mulghah yaitu kemaslahatan yang ditolak
oleh shara’, karena bertentangan dengan ketentuan syara’.

3) Al-Maslahah al-Mursalah yaitu kemaslahatan yang
keberadaannya tidak didukung syara’ dan tidak pula
dibatalkan/ditolak syara’ melalui dalil yang dirinci. Akan
tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau
hadis).

3. Syarat-syarat kehujjahan maslahah mursalah
Maslahah mursalah adalah salah satu sumber hukum Islam yang
masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Oleh karena itu, para

ulama sangat berhati-hati dan menetapkan syarat-syarat yang ketat

67 Hidayatullah, 119.
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dalam menggunakan maslahah mursalah sebagai hujjah. Hal ini
dilakukan untuk menghindari kemungkinan pembentukan hukum
syariat berdasarkan keinginan pribadi dan hawa nafsu. Adapun beberapa
syarat yang dikemukakan oleh para ahli adalah:
1) Menurut Al Ghazali
Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum
jika:®8

a) Penggunaan maslahah mursalah sesuai dengan
ketentuan syara’.

b) Tidak bertentangan dengan ketentuan Al qur’an dan
Hadits.

c) Maslahah mursalah adalah sebagai tindakan yang
dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai
kepentingan umum masyarakat.

2) Menurut As Syatibi

a) Kemaslahatan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam
ketentuan syariat, baik secara ushul maupun furu’'nya
dan tidak boleh bertentangan dengan nash.

b) Kemaslahatan hanya bisa diterapkan dalam bidang-
bidang sosial (mu’amalah), yang menerima rasionalitas

lebih dibandingkan dengan bidang ibadah.

68 Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam
Penentuan Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 4, no. 01 (March 31, 2018): 63-75,
https://doi.org/10.29040/jiei.v4i01.140.
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c) Hasil maslahah harus mencakup pemeliharaan aspek-
aspek daruriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyyah.®®

3) Menurut Jumhur Ulama’

Mayoritas ulama sepakat bahwa maslahah mursalah dapat
dijadikan sumber legislasi hukum Islam jika memenuhi syarat-
syarat berikut:"

a) Kemaslahatan tersebut haruslah “maslahah yang
hagigi” dan bukan hanya yang diduga merupakan
kemaslahatan yang nyata. Artinya, hukum harus
dibangun berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar
membawa manfaat dan menolak kerugian.

b) kemaslahatan tersebut harus bersifat umum, bukan
khusus untuk individu atau kelompok tertentu.

c) Kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan
kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-
Hadits, baik secara dzahir maupun batin.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa maslahah merupakan dalil
yang dapat dijadikan landasan hukum, oleh karena itu jika ada fenomena
yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam teks Al-Quran, Al Hadits,
ijma’, dan giyas itu disyariatkan pada hukum yang dikehendaki kebaikan

Secara umum.

8 Adinugraha and Mashudi.71
0 Adinugraha and Mashudi.71
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Kota Malang Dalam
Mengabulkan Dispensasi Kawin.

Pengadilan Agama Kota Malang merupakan Pengadilan Agama
kelas 1A, yang memiliki wewenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam.
pengadilan ini merupakan salah satu pengadilan yang berada di bawah
kekuasaan Mahkamah Agung. Pada Tahun 2024 (Januari-April) terhitung
52 kasus permohonan dispensasi kawin yang diputus Pengadilan Agama
kota Malang yang dilatarbelakangi oleh faktor hamil diluar nikah dan
pacaran/hubungan erat.

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji putusan dispensasi nikah
Pengadilan Agama kota Malang tahun 2024 (Januari-April) dengan
mengambil 2 sampel. Adapun 2 sampel tersebut berdasarkan faktor
permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama kota
Malang yaitu alasan permohonan dispensasi kawin karena hamil diluar

nikah dan karena pacaran/hubungan erat.

48
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Jumlah perkara yang diputus 2024 (Januari-April)

20

16 16
15 13
10 7
5 l
0
Jan Feb Mar Apr

® Perkara yang di putus = 52 perkara

Grafik 1.1

Faktor dispensasi nikah

M pacaran M hamil duluan

Grafik 1.2

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Putusan ini ditetapkan oleh Pengadilan Agama kota Malang pada
tanggal 02 Februari 2024 atas permohonan yang diajukan dua Pemohon
pada tanggal 15 Januari tahun 2024. Pemohon | yaitu Kristiono Fauzi bin
Slamet Fauzi, tempat dan tanggal lahir Malang, 13 Maret 1975, agama

Islam, pekerjaan kuli bangunan, pendidikan SLTA. Pemohon Il Erna
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Yuliasih binti Soenarto, tempat dan tanggal lahir Malang, 30 Juli 1974,
agama Islam, pekerjaan swasta (karyawan pabrik), pendidikan SLTA.
Adapun duduk perkara dalam permohonan yang diajukan para

pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | telah menikah dengan Pemohon Il pada tanggal
27 Februari 1997 berdasarkan buku kutipan akta nikah nomor:
1085/72/11/1997 yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah pada
KUA kecamatan Sukun, kota Malang dan telah dikaruniai 2 orang
anak.

2. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak para
Pemohon yang bernama Aulia Azizah binti Kristiono Fauzi usia 16
tahun 13 hari dengan calon suaminya yang bernama Rizal Nur
Mahendra bin Iwan Mahendra usia 18 tahun 1 bulan

3. Bahwa para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA kecamatan
Lowokwaru, kota Malang guna mencatatkan pernikahan anak para
Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur.

4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami telah
berhubungan 10 bulan dengan begitu intim sehingga anak Pemohon
telah hamil 19 minggu.

5. Bahwa anak para pemohon Aulia Azizah binti Kristiono Fauzi
belum bekerja dan calon suaminya juga belum bekerja dengan

penghasilan setiap bulan sebesar Rp 0,00 (rupiah).
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6. Bahwa para Pemohon menghendaki agar anak para Pemohon segera
mungkin dinikahkan dengan calon suaminya, demi kebaikan mereka
berdua kelak.

7. Bahwa oleh karenanya para Pemohon ingin agar anak para Pemohon
dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun
terhambat usia anak para Pemohon tersebut yang belum mencapai
usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para
Pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Malang
c.g. majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan
memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetepan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang
bernama Aulia Azizah binti Kristiono Fauzi untuk menikah
dengan calon suaminya yang bernama Rizal Nur Mahendra
bin lwan Mahendra.

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan
hukum.

9. Bahwa telah didengarkan juga keterangan anak para Pemohon Aulia

Azizah binti Kristiono Fauzi, umur 16 tahun 13 hari dan calon
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suaminya Rizal Nur Mahendra bin lwan Mahendra, umur 18 tahun
1 bulan dimuka sidang sebagai berikut:

- Bahwa benar Aulia Azizah binti Kristiono Fauzi adalah
anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 02
Januari 2008 dan calon suaminya juga kenal dengan para
Pemohon.

- Bahwa benar mereka ingin segera menikah karena sudah
saling mencintai.

- Bahwa mereka sudah menjalin cinta selama 10 bulan dan
sering bertemu, semakin hari hubungannya semakin dekat
dan akrab, bahkan saat ini telah hamil 19 minggu.

- Bahwa kedua belah pihak tidak memiliki hubungan
keluarga yang dapat menghalangi pernikahan.

- Bahwa saat ini mereka berstatus perawan dan calon jejaka.

- Bahwa mereka sudah sepakat untuk menikah dalam waktu
dekat, dan orangtua pihak calon suaminya sudah
melamarnya dan direstui orangtua calon istri.

- Bahwa mereka berdua belum bekerja.

- Bahwa mereka berdua sudah sangat saling mencintai, tidak
ada paksaan dari pihak manapun dan sudah siap menjalani
kehidupan rumah tangga.

10. Bahwa, telah didengar pula keterangan dari orangtua calon suami

anak para Pemohon yang bernama Iwan Mahendra bin Imam
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Suwardi, tempat dan tanggal lahir Malang, 16 Agustus 1974, agama
Islam, pekerjaan anggota DPRD, pendidikan Strata Il di persidangan
sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan/ayah dari calon suami anak
para Pemohon.

- Bahwa ia mengetahui para Pemohon berniat menikahkan
anaknya yang bernama (Aulia Azizah binti Kristiono
Fauzi) dengan (Rizal Nur Mahendra bin lwan Mahendra),
namun belum cukup umur.

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya
tersebut, sudah pacaran sejak 10 bulan yang lalu, dan
hubungan antara keduanya semakin erat, sering pergi
bersama, bahkan anak para Pemohon saat ini sudah hamil
19 minggu.

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya
tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi
keduanya untuk menikah, dan anak para Pemohon tidak
dalam pinangan orang lain kecuali oleh Rizal Nur
Mahendra bin lwan Mahendra.

- Bahwa kehendak menikah tersebut sudah dilaporkan oleh
para Pemohon kepada KUA kecamatan Lowokwaru Kota
Malang, namun ditolak karena anak para Pemohon belum

memenuhi syarat usia perkawinan yaitu 19 tahun.
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- bahwa anaknya belum bekerja berstatus jejaka dan anak
para Pemohon berstatus perawan.

- Bahwa anaknya dan calon istrinya sudah siap baik fisik,
mental, ekonomi maupun kesehatan dan siap menjadi
suami istri yang bertanggung jawab.

- Bahwa ia menyetujui dan tidak keberatan atas rencana
pernikahan anak-anaknya tersebut, dan siap membimbing
dan ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi,
sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi anak mereka.

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I, NIK
3573051303750002, tanggal 06-07-2012, bermaterai cukup
dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1.

2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon 11, NIK
3573057007760004, tanggal 15-03-2018, bermaterai cukup
dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2.

3. Fotokopi kartu keluarga nomor 3573050608070099 tanggal
09-10-2013 yang dikeluarkan oleh kepala dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kota Malang, bermaterai
cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bertanda

P.3.
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Fotokopi kutipan akta nikah atas nama para pemohon,
Nomor: 1085/72/11/1997, tanggal 27 Februari 1997, yang
dikeluarkan KUA kecamatan Sukun kota Malang,
bermaterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya,
bertanda P.4.

Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Aulia Azizah
Nomor 665/2008, tanggal 04 Februari 2008, yang
dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokan sesuai
dengan aslinya, bertanda P.5.

Fotokopi ijazah sekolah menengah pertama negeri 13
Malang atas nama Aulia Azizah, tanggal 09 Juni 2023,
bermaterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya,
bertanda P.6.

Fotokopi surat penolakan p erkawinan, tanggal 08 Nopember
2023 yang dikeluarkan kepala KUA Lowokwaru kota
Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokan sesuai
dengan aslinya, bertanda P.7.

Fotokopi kartu calon penganten sehat, dari puskesmas
Dinoyo kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokan
sesuai dengan aslinya, bertanda P.8.

Fotokopi hasil pemeriksaan calon pengantin perempuan

bernama Aulia Azizah dan calon pengantin laki-laki
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bernama Rizal Nur Mahendra, yang dikeluarkan oleh

puskesmas Dinoyo kota Malang, bermaterai cukup dan telah

dicocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.9.

FAKTA HUKUM
Bahwa anak bernama Aulia Azizah lahir pada tanggal 02 Januari
2008 adalah benar anak kandung dari para Pemohon.
Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan
anaknya kepada KUA kecamatan Lowokwaru kota Malang, ditolak
dengan alasan belum cukup umur.
Bahwa anak para Pemohon berusia 16 tahun 13 hari dan calon
suaminya berusia 18 tahun 1 bulan.
Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya
berstatus jejaka.
Bahwa tidak ada ikatan nasab yang dapat menghalangi pernikahan
diantara keduanya.
Bahwa anak para Pemohon telah kenal 10 bulan dan berhubungan
sangat intim sehingga anak para Pemohon telah hamil 19 minggu.
Bahwa mereka sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari
siapapun.
PERTIMBANGAN HAKIM

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang
nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatkan
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perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai
umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon berusia 16 tahun 13 hari
dengan demikian belum memenuhi batas minimal usia perkawinan
sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga penolakan
KUA terhadap rencana perkawinan tersebut sudah tepat.
Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah lama
berhubungan/berpacaran, keduanya sering bertemu dan bepergian
bersama, bahkan telah melakukan hubungan badan sehingga anak
para Pemohon telah hamil 19 minggu, dan orang tua kedua anak
tersebut sudah tidak bisa lagi mengawasi pergaulan kedua anak
tersebut.

Menimbang, bahwa incasu sudah dalam kondisi yang dharury yakni
telah leluasanya anak para Pemohon bergaul dengan pacarnya
sehingga hakim berpendapat jika menunda pernikahan ini, praktis
akan mengakibatkan anak para Pemohon dan calon suaminya
tersebut akan berkepanjangan berbuat sesuatu yang melanggar
norma agama, hukum dan kesusilaan.

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat membiarkan
hubungan anak para Pemohon tanpa status yang jelas justru akan
menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena

itu, mencegah kemungkinan terjadinya madharat tersebut dianggap
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lebih penting daripada menunda perkawinan sampai anak para

Pemohon cukup umur. Hal ini sesuai dengan kaidah figihiyah:

“Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil
kemaslahatan”.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka
permohonan para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan.
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan
kepada para Pemohon.

AMAR PUTUSAN
Mengabulkan permohonan para Pemohon.
Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (Aulia Azizah
binti Kristiono Fauzi) untuk menikah dibawah umur dengan calon

suaminya bernama Rizal Nur Mahendra bin lwan Mahendra.



59

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya
perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.420.000, (empat
ratus dua puluh ribu rupiah).

Ditetapkan dalam sidang hakim tunggal pada hari Kamis,
tanggal 01 Februari 2024, atau 20 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Drs. H.
Mulyani, M.H., sebagai hakim tunggal, dengan dibantu oleh
Muti’atulilah, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, dengan
dihadiri oleh para Pemohon.
2. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.MLG
Penetapan putusan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Agama kota
Malang pada tanggal 18 Januari 2024 sebagai jawaban dari permohonan
yang diajukan oleh dua pemohon pada tanggal 09 Januari 2024 dengan
regester Nomor 45/Kuasa/1/2024/PA.Mlg. Pemohon | yaitu Samin bin
Marsum, tempat dan tanggal lahir Malang, 03 Februari 1963, agama Islam,
pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama.
Pemohon Il Sunah binti Samu, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 05
September 1971, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan
sekolah lanjutan tingkat pertama.
Adapun duduk perkara dalam permohonan yang diajukan para
pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sepasang suami istri yang telah

menikah sah sesuai dengan buku nikah No: 1148/18/1/1987 yang

dikeluarkan oleh KUA Kec. Klojen, kota Malang. dan selama
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pernikahan telah dikaruniai dikaruniai seorang anak Perempuan
yang bernama Isa binti Samin, perempuan, Islam, umur 17 tahun 2
bulan.

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il hendak menikahkan anak
kandung mereka yang bernama Isa binti Samin tempat tanggal lahir
Pamekasan, 15 Oktober 2006 umur 17 tahun 2 bulan agama Islam
pendidikan SLTA pekerjaan pelajar. Dengan calon mempelai laki-
laki yang bernama Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik
tempat tanggal lahir Malang, 10 Mei 2005 umur 18 tahun 7 bulan
agama Islam pendidikan SLTP pekerjaan buruh. Yang akan
dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah
KUA kecamatan Sukun, kota Malang.

Bahwa persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah
terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak
para Pemohon yang keduanya belum mencapai umur 19 Tahun, oleh
karena itu telah ditolak oleh KUA kecamatan Sukun, kota Malang
dengan surat keterangan penolakan nikah Nomor: B-
05/Kua.13.25.05/Pw.01/01/2024, tertanggal 03 Januari 2024.
Bahwa pernikahan tersebut sangatlah mendesak untuk segera
dilangsungkan, karena keduanya telah menjalin hubungan asmara
sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, hingga begitu eratnya

sampai dengan sekarang, serta untuk mengantisipasi kesulitan-
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kesulitan administrasi yang mungkin timbul di kemudian hari,
sehingga para Pemohon juga khawatir akan terjadi perbuatan yang
dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera
dinikahkan.

Bahwa para Pemohon menghendaki agar anak dari para Pemohon
yang bernama Isa binti Samin dengan calon suami yang bernama
Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik tersebut segera mungkin
untuk dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak.

Bahwa antara anak para Pemohon dan calon mempelai suaminya
tersebut tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada
larangan yang menghalangi pernikahan.

Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan perawan dan
keduanya belum pernah menikah sebelumnya, telah aqil baligh dan
sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitu juga
dengan calon suaminya tersebut berstatus sebagai perjaka, bekerja
sebagai buruuh harian lepas berpenghasilan lebih dari Rp 2.500.000,
(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua dari calon suami telah
memberikan restu terhadap rencana pernikahan ini, dan tidak ada
pihak ketiga lainnya yang keberatan atas terlaksananya pernikahan
tersebut.

Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul

akibat dari perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
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Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon memohon
kepada ketua Pengadilan Agama Malang, c.q. Majelis Hakim pemeriksa
perkara a-quo, berkenan untuk menerima dan menjatuhkan penetapan
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Memberi Dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak
kandung para Pemohon yang bernama Tego Pujiarto bin
Muhammad Abd untuk menikah dengan seorang perempuan yang
bernama Isa binti Samin

3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan
ketentuan hukum.

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak
para Pemohon yang bernama Tego Pujiarto bin Muhammad Abd
Kholik, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan sebagai
berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Tego Pujiarto

bin Muhammad Abd Kholik, umur 18 tahun 7 bulan.

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berkenalan dan

telah saling mencintai dengan anak para Pemohon sudah
berlangsung lama sekitar 3 tahun yang lalu, mereka telah sering

pergi bersama.
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Bahwa calon suami anak para Pemohon benar-benar ingin
menikah dengan anak para Pemohon atas kehendak sendiri dan
tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para
Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan.

Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai
buruh dan punya penghasilan setiap bulannya sebesar
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan anak para
Pemohon belum bekerja.

Bahwa calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para
Pemohon dan telah diterima oleh para Pemohon.

Bahwa telah didengar pula keterangan dari orangtua calon
suami anak para Pemohon yang bernama Muhammad Abd
Kholik bin Nawawi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan
karyawan swasta sebagai berikut:

Bahwa ia adalah calon besan/ayah calon suami anak para
Pemohon.

Bahwa ia mengetahui para Pemohon hendak menikahkan
anaknya bernama lIsa binti Samin dengan Tego Pujiarto bin
Muhammad Abd Kholik, namun anak para Pemohon tersebut
belum cukup umur perkawinan karena masih berumur 17 tahun

2 bulan.
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Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya
tersebut, sudah pacaran sejak 3 tahun yang lalu, dan hubungan
antara keduanya semakin akrab, bahkan sudah sering pergi jalan
bersama.

Bahwa ia mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon
suaminya tersebut saat ini berkeinginan untuk menikah atas
dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga.
Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak
ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat
menghalangi keduanya untuk menikah, dan anak para Pemohon
tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh Tego Pujiarto bin
Muhammad Abd Kholik.

Bahwa maksud atau kehendak menikah tersebut sudah
dilaporkan oleh para Pemohon kepada PPN KUA kecamatan
Sukun kota Malang, namun ditolak karena anak para Pemohon
belum memenubhi syarat usia perkawinan yaitu 19 tahun.
Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai buruh dengan
penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta
lima ratus ribu rupiah) sehingga akan sanggup membiayai
kebutuhan rumah tangga mereka kelak.

Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan anaknya

berstatus jejaka.
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- Bahwa anaknya dan calon istrinya sudah siap baik fisik, mental,
ekonomi maupun kesehatan dan siap menjadi suami dan kepala
keluarga yang baik dan calon isterinya juga sudah siap menjadi
isteri dan ibu rumah tangga yang baik.

- Bahwa ia menyetujui dan tidak keberatan atas rencana
pernikahan anaknya tersebut, dan sebagai orang tua akan
membimbing dan ikut bertanggung jawab terhadap masalah

ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi anak mereka.

Untuk memperkuat dalil-dalil diatas para Pemohon juga
mengajukan bukti-bukti sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu

sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I, NIK
3573040302630003, tanggal 21-12-2023, bermaterai cukup dan
telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1.

2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II, NIK
3573044502750001, tanggal 06-07-2012, bermaterai cukup dan
telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2.

3. Fotokopi kartu keluarga nomor 3573041508071970, tanggal 18-10-
2021 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan
pencatatan sipil kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokan
sesuai dengan aslinya, bertanda P.3.

4. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama para Pemohon, nomor:

1148/18/1/1987, tanggal 05 Januari 1987, yang dikeluarkan KUA
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kecamatan Klojen kota Malang, bermaterai cukup dan telah
dicocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.4.

5. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Isa Nomor 5373-
LT15102021-0050, tanggal 15 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh
dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Malang, bermaterai
cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.5.

6. Fotokopi ijazah sekolah menengah pertama PGRI 3 Malang atas
nama Isa, tanggal 07 Juni 2021, bermaterai cukup dan telah
dicocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.6.

7. Fotokopi surat penolakan perkawinan, tanggal 03 Januari 2024 yang
dikeluarkan kepala KUA kecamatan Sukun kota Malang, bermaterai
cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.7.

8. [Fotokopi surat rekomendasi pemeriksaan kesehatan calon pengantin
wanita dari puskesmas Janti kota Malang atas nama Isa, bermaterai
cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.8.

9. Fotokopi kartu calon penganten sehat, dari puskesmas Janti kota
Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan

aslinya, bertanda P.9.

Adapun pertimbangan hakim dalam mengadili perkara dispensasi
kawin tersebut berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah

disampaikan para Pemohon diatas adalah sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan

(2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili
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Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah berusaha menasihati para
Pemohon, anak para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon
tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya
terhadap anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah
tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal
melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang
didukung dengan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6, terbukti para Pemohon
adalah orang tua dari Isa binti Samin, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perkawinan, para
Pemohon adalah pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan
dispensasi kepada Pengadilan.

Menimbang, para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak
oleh KUA kecamatan Sukun kota Malang, karena anak para Pemohon
masih belum cukup berusia 19 tahun (bukti P.7).

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk
dilangsungkan karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah
saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah meskipun pihak
keluarga sudah berulangkali berupaya menunda pernikahan tersebut
namun mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera

dinikahkan. karena mereka telah 3 tahun pacaran, sering pergi bersama
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tanpa sepengetahuan orang tua sehingga jika tidak segera dinikahkan
akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, hukum
Islam, dan perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka
dan masyarakat.

FAKTA HUKUM
Bahwa anak para Pemohon belum memenuhi persyaratan usia untuk
melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal
7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Bahwa hubungan anak para Pemohon sudah terjalin 3 tahun dan telalu
intim sehingga minta untuk segera menikah.
Bahwa anak para pemohon siap untuk menjalankan kehidupan suami
istri.
Bahwa tidak ada halangan nasab diantara keduanya untuk melaksankan
pernikahan.
Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
Bahwa lamaran calon suami anak para Pemohon telah diterima para
Pemohon.
Bahwa para pemohon resah dan khawatir anaknya terjerumus terhadap

perzinahan.
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PERTIMBANGAN HAKIM
Bahwa fakta hukum diatas telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan
ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
. Bahwa terhadap Pasal 7 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan “alasan
sangat mendesak™ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat
terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud
dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan
yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan
undang-undang.
Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa akta kelahiran, yang
merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat telah terbukti bahwa anak para Pemohon belum
mencapai usia 19 tahun.
Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, hakim berpendapat bahwa
kekhawatiran para Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera
dinikahkan akan lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya
adalah cukup beralasan untuk menolak kerusakan.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, hakim
berpendapat bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon untuk
melangsungkan pernikahan anaknya dianggap lebih besar manfaatnya

dari pada mafsadatnya, sesuai dengan gaidah fighiyyah:

Elall Gl e paie sl T
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“Mencegah segala yang merusak lebih didahulukan daripada

mengambil kemaslahatan.”

dodall bsus de M) o abY) 2

“Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai

dengan kemaslahatan.”

6. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,
jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan karenanya
maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan.

7. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para
Pemohon.

8. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil
syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
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2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (Isa binti Samin)
untuk menikah dibawah umur dengan calon suaminya bernama
Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik.

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya
perkara yang hingga Kini dihitung sebesar Rp295.000, (dua ratus
sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan oleh hakim tunggal pada hari
Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi atau 06 Rajab 1445
Hijriyah, oleh Drs. H. Mulyani, M.H., sebagai hakim tunggal,
dibantu oleh Muti’atulillah, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti,

dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya.

B. Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama
Kota Malang Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin.

Mashlahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tujuannya serupa
dengan syara' yaitu menghasilkan kemanfaatan bagi manusia dan
menghindari keburukan. Penggunaan maslahah mursalah sebagai landasan
pembentukan hukum harus didasarkan pada tujuan syara’ bukan
berdasarkan hawa nafsu belaka. Sebab pokok tujuan syara' adalah untuk
melindungi agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-agl), keturunan (al-nasl)
dan harta (al-mal). Sehingga untuk menegakkan hukum, seseorang harus
memperhatikan kelima aspek tersebut dan menolak segala bentuk kerugian

yang berkaitan dengan kelimanya.
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Jumhur ulama’ sepakat bahwa maslahah mursalah bisa digunakan
sebagai landasan pembentukan hukum Islam dengan memenuhi ketentuan-
ketentuan yang telah disepakati yaitu pertama, maslahah bersifat haqiqi,
kedua, maslahah tidak kontradiktif dengan nash, ketiga, maslahah

kebutuhan yang mendesak untuk kepentingan umum.

. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Pada dasarnya, pertimbangan hukum berfungsi sebagai landasan
bagi hakim untuk memutuskan perkara yang sedang dihadapinya. Selain
mengandung dasar, alasan, dan argumen logis, pertimbangan hukum juga
mencakup pertimbangan lain, seperti penafsiran hukum maupun kontruksi
hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara yang sedang dihadapinya.
Penerapan prinsip mashlahah mursalah oleh hakim dalam menangani suatu
perkara merupakan sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan
dapat mewujudkan kebaikan atau menghidarkan keburukan bagi manusia.

Dalam pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi
perkawinan diatas memiliki dua sisi kemaslahatan yang berbeda. Pertama,
jika hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan yang diajukan para
Pemohon maka akan meminimalisir terjadinya perzinahan lagi sebab pada
kasus diatas anak para Pemohon sudah pernah berhubungan badan bahkan
telah hamil 19 minggu, selain itu juga untuk menyelamatkan status anak
dalam kandungan tersebut. Namun disisi lain jika hakim menolak, maka
kedua calon mempelai memperoleh kemaslahatan, seperti fokus terhadap

pendidikan untuk meraih cita-citanya, selain itu juga semakin dewasa
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usianya, maka bagi wanita akan semakin matang juga rahimnya yang berarti
mengurangi resiko kematian ibu dan anak.

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.MIg yang diputus oleh
Pengadilan Agama kota Malang dalam amarnya mengabulkan dan memberi
izin kepada kedua calon mempelai untuk menikah. Adapun landasan yang
menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara Nomor
50/Pdt.P/2024/PA.Mlg permohonan dispensasi nikah tersebut adalah
berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti pemohon. Sehingga dari dalil dan
bukti-bukti yang disampaikan para Pemohon terdapat fakta hukum yaitu
bahwa anak para Pemohon telah hamil 19 minggu, dan kedua calon
mempelai tersebut masih berusia dibawah 19 tahun. Walupun calon
mempelai pria belum bekerja namun hakim menilai hal ini merupakan
keadaan yang mendesak atau darurat (dharury). Sebagaimana disebutkan

kaidah fighiyyah:

Olyshs s )y 2]l

“Kedaan darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang”

Maka apabila dipandang dari segi kemaslahatan, faktor pertimbangan
hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut telah sesuai
dengan konsep muslahah mursalah yang diantara pokok magashid syariah (tujuan)
adalah hifzh al-nasl (menjaga keturunan). Selain itu hakim juga menerapkan kaidah

fighiyyah:

Flall (e s phe dlil 55
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“Menolak segala yang merusak lebih diutamakan daripada
mengambil kemaslahatan.”

Kaidah ini secara tidak langsung memberikan pengertian bahwa lebih utama
menyelamatkan pasangan yang hamil diluar nikah dengan memberi izin untuk
menikah daripada menolaknya. Hal tersbut untuk menghindari kemudlaratan yang
lebih besar lagi. Maka penerapan kaidah fighiyah yang dilakukan oleh hakim
tersebut tentunya sesuai dengan apa yang disyaratkan maslahah mursalah bahwa
pada pokonya maslahat bersifat kulli, artinya kemaslahatan ini adalah kemaslahatan
umum, bukan khusus untuk individu atau kelompok tertentu, karena kemaslahatan
tersebut harus dimanfaatkan oleh semua orang dan mencegah kerusakan pada orang
banyak pula.

Pendapat hakim tersebut pada esensinya dalam rangka melindungi hak
wanita yang mengandung sehingga dibutuhkan kepastian hukum secara yuridis.
Disamping itu juga untuk melindungi hak anak yang ada didalam kandungan
tentang siapa orang tuanya dan memiliki identitas yang jelas dalam hal keluarga
dan garis keturunan. Apalagi ketika anak tersebut perempuan dan ingin menikah,
maka status anak kandung serta ayah biologis menjadi sangat penting. Oleh karena
itu solusi yang dibutuhkan adalah menghilangkan kemafsadatan terlebih dahulu
sebelum mengambil kemaslahatan yang lain dengan cara mengabulkan
permohonan para Pemohon untuk menikah dengan ketetapan dispensasi
perkawinan.

Selain itu para ulama’ juga sepakat memperbolehkan wanita hamil untuk

dinikahi oleh pria yang mengamilinya. Hal ini berdasarkan Q.S. An Nur ayat 3:
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Artinya: Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina
perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak
pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki
musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin (Q.S. An
Nur: 3)."

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 53 juga mengatur ikwal kawin hamil

“(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang
menghamilinya. (2) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebutkan pada
ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
(3) dengan dilangsungkan pernikahan pada saat wanita hamil, tidak
diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir”."

Adapun status anak dalam kandungan wanita yang hamil diluar nikah dan

dinikahi oleh pria yang menghamilinya, ulama’ figh memiliki 2 pendapat yaitu: "

a.

b.

Jika bayi yang dilahirkan oleh ibu yang menikah sebelum usia
kandungannya empat bulan ke atas dianggap sebagai anak zina. Namun, jika
ibunya menikah sebelum usia kandungan tersebut, bayi yang dilahirkannya
dianggap sebagai anak suaminya yang sah.

Jika ibu hamil, meskipun kandungannya baru beberapa hari, kemudian
dikawini oleh pasangannya, bayi yang dilahirkannya tidak sah sebagai anak

suaminya karena kehamilan ibunya terjadi sebelum pernikahan.

"1 “Qur’an Kemenag.”

72 pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

73 Marsuki, “Pencatatan Perkawinan Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Maslahah
Mursalah,” AI-HAKIM: JURNAL PENELITIAN MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA 1,
no. 1 (June 20, 2019): 31-40.
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Dengan demikian pertimbangan hakim Pengadilan Agama kota Malang
dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam perkara Nomor
50/Pdt.P/2024/PA.Mlg sejalan dengan konsep maslahah mursalah dan tujuan
pokok dari maslahah itu sendiri (maqashid syari’ah). Dalam ketentuan maslahah
mursalah, mengabulkan izin perkawinan wanita hamil diluar nikah (dharury) dapat
memberikan kemanfaatan bagi kedua mempelai maupun orang lain serta menolak
timbulnya kemudlaratan yang lebih besar. Selain itu, pernikahan wanita hamil

diluar nikah tidak berlawanan dengan Al Qur’an dan Hadits.

. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.MLG

Perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.MLG sedikit berbeda dengan perkara
diatas, yang membedakannya adalah terletak pada faktor pengajuan dispensasi
kawin. Dalam perkara ini, permohonan dispensasi kawin dilatar belakangi oleh
hubungan asmara yang telalu intim antara kedua calon mempelai yang sudah
terjalin 3 tahun dan memaksa ingin menikah sehingga menimbulkan kekhawatiran
para Pemohon (orangtua) potensi terjadinya perzinahan jika tidak segera menikah.

Sama halnya dengan perkara diatas, yaitu hakim dihadapkan dengan dua
kemaslahatan yang berbeda. Pertama, jika hakim menerima permohonan dispensasi
kawin tersebut, maka kemaslahatan yang diperoleh kedua calon mempelai adalah
terhindar dari perzinahan. Kedua, apabila hakim menolak permohonan tersebut
maka, kedua calon mempelai akan memperoleh maslahat lainnya, yaitu bisa
melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta dapat mencegah percerain dini yang

diantara penyebabnya adalah belum siapnya mental/fisik calon pengantin.
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Maka dalam hal ini hakim diperbolehkan untuk memilih kemudharatan
yang paling ringan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Sesuai

dengan kaidah ushul figih:

Uit DB 55 gihsl o) 0BInds Elal 13)

“Apabila berhadapan dua mafsadah (bahaya), maka diperhatikan mana yang lebih

besar madharatnya, dengan mengerjakan yang lebih kecil madharatnya”.

Perkara Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mlg dalam amarnya hakim mengabulkan
permohonan para Pemohon dan memberi izin kepada kedua calon mempelai untuk
menikah. Dalam pertimbangannya, hakim mengabulkan permohonan dispensasi
kawin perkara Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mlg tersebut yaitu berdasarkan dalil-dalil
serta bukti-bukti yang telah diajukan para Pemohon yang sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Sehingga dari dalil dan bukti-bukti tersebut terdapat fakta
hukum yang diperoleh hakim yaitu diantarnya bahwa anak para Pemohon berusia
dibawah 19 tahun, dan kedua calon mempelai tersebut telah menjalin kasih selama
3 tahun sehingga berkeinginan untuk menikah, disamping itu juga hubungan anak
para Pemohon dianggap sudah semakin intim dikarenakan sering keluar bersama
diluar pengawasan orangtua akibatnya orangtua pun resah dan khawatir akan
terjerumus kepada perzinahan.

Maka atas dasar fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim
mengabulkan perkara Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mlg tersebut jika dilihat dari sudut
pandang masalah mursalah tentu sudah sejalan dan sesuai dengan tujuan syara’

(magashid syariah) dalam menjaga agama (hifz al-din), memelihara keturunan (hifz
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al- nasl) atau menjaga jiwa (hifz al-nafs). Sebenarnya ketika hakim mengabulkan
atau menolak permohonan tersebut, keduanya sama-sama memperoleh maslahat
bagi calon mempelai. Jika permohonan itu dikabulkan oleh hakim, maka mereka
akan terhindar dari perzinahan. Ini adalah contoh penerapan masalah mursalah
dalam mencapai tujuan syara’ (maqasid shariah) yakni hifz al-nasl (menjaga
keturunan) dan hifz al-din (memelihara agama) dalam tingkatan Ad-daruriyyah,
karena apabila manusia tidak menghindari perzinahan, maka itu akan merusak dan
mengancam eksistensi keturanan.

Begitu juga ketika hakim memutuskan untuk menolak permohonan
dispensasi tersebut terdapat maslahat pula. Yaitu dengan menunda pernikahan dan
menunggu usia 19 tahun atau lebih justru kedua mempelai bisa mempersiapkan
fisik dan mentalnya, khusnya mempelai wanita, semakin dewasa usianya maka
semakin bagus pula sistem reproduksinya. Selain itu kedua calon mempelai juga
bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Maka dalam hal ini
juga sejalan dengan konsep maslahah mursalah dengan tujuan (maghasid syariah)
memelihara keturunan (hifz al-nasl) dan memelihara akal (hifz al-agal) dan masuk
dalam tingakatan al-tahsiniyyah dan al-hajiyyah. Akan tetapi ketika kedua hal
tersebut tidak terealisasikan, justru tidak akan merusak eksistensi keturunan dan
tidak akan merusak akal, hanya akan mempersulit perkawinan dan mempersulit
menjaga akal. Karena tingkatan ad-daruriyyah merupakan maslahah yang lebih
tinggi daripada al-%a jiyyah dan al-tahsiniyyah maka putusan hakim Pengadilan
Agama kota Malang mengabulkan permohonan dispensasi pada perkara Nomor

50/Pdt.P/2024/PA.Mlg sejalan dengan maslahah mursalah.
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Selain mempertimbangkan bukti-bukti dalam persidangan tersebut, hakim
juga memiliki prasangka terhadap permohonan dispensasi ini yaitu keyakinan
bahwa dengan memberi izin untuk menikah terhadap dua calon mempelai maka
akan dapat menghindari mafsadat yang lebih lebih besar. Karena jika dispensasi
nikah tidak dikabulkan, ditakutkan akan memiliki peluang yang lebih besar untuk
melakukan pelanggaran syariat yang lebih serius, seperti perzinahan atau bahkan
kehamilan di luar nikah. Tentunya hal ini kontradiktif dengan konsep maslahah
mursalah bahwa dalam pengaplikasiannya maslahah tidak boleh bertentangan

dengan nash. Sesuai firman Allah SWT. Dalam Qur’an surah Al Isra’ ayat 32:

% g Z -, RV~ . @ ) w 2.%% W\
MWl 2log dlab O Ca) Tyill 1575 Vg

P

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu

adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (Q.S. Al Isra’:32).”
Maka kaidah fighiyah “menolak segala yang merusak lebih diutamakan
daripada mengambil kemaslahatan” yang diterapkan hakim dalam memutus
permohonan dispensasi kawin selaras dengan ketentuan-ketentuan maslahah yang
disepakati jumhur ulama’. Selain itu juga, dalam Islam tidak ada larangan menikah
bagi calon mempelai yang berusia dibawah 19 tahun. Islam hanya menyebutkan
bahwa seseorang yang ingin menikah dituntut sudah dewasa (baligh) artinya
mampu membedakan yang baik dan buruk, sehingga ia dapat menjalani dan
mengelola rumah tangga yang ia bina dengan baik. Hal tersebut berdasarkan firman

Allah surat An Nur ayat 32:

4 “Qur’an Kemenag.”
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Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu
dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu,
baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An Nur: 32).7

Avyat diatas memberikan redaksi bahwa ukuran yang ideal seseorang untuk
melangsungkan perkawinan adalah kesiapan dan kelayakannya untuk menikah
serta kemampuan untuk menjalani hak dan kewajiban sebagai suami istri. Jika
melihat pada putusan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.MIg hakim menilai bahwa anak
Para Pemohon sudah dewasa. Dilihat dari pengakuan kedua mempelai bahwa siap
dan sanggup menjalani hak dan kewajiban rumah tangga. Didukung juga fakta
hukum bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai buruh dan dengan
penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
rupiah).

Selain kaidah diatas, terkait permohonan dispensasi kawin yang

dilatarbelakangi pacaran/hubungan erat, hakim juga bisa menerapkan kaidah
el 3 ot 3%l s
"Kemudaratan yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari
kemudaratan yang bersifat umum."

Dalam konteks dispensasi kawin kaidah tersebut dapat dijadikan

pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin karena adanya

5 “Qur’an Kemenag.”
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hubungan asmara yang telah terjalin lama. Kaidah ini menyatakan bahwa lebih baik
menanggung kemudaratan yang khusus daripada kemudaratan yang umum.
Kemudaratan khususnya adalah ketika mereka menikah pada usia yang belum
dewasa, mereka harus menghadapi masalah sendiri mulai dari ekonomi hingga
penyelesaian konflik orang dewasa. Kemudaratan umumnya, jika mereka tidak
menikah dan tetap melanjutkan hidup bersama, akan banyak menimbulkan fitnah
dan perzinaan serta terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Dan Jika pelaku zina
tersebut berpisah, maka hal ini akan berdampak pada lingkungan sosial
selanjutnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, selama pertimbangan yang
digunakan oleh hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam mengabulkan
permohonan dispensasi perkawinan baik itu dilatar belakangi faktor hamil duluan
maupun hubungan erat/pacaran yang dapat menghilangkan kemudharatan yang
lebih besar serta memberikan manfaat bagi kedua mempelai maupun masyarakat,
telah sesuai dengan konsep maslahah mursalah serta dalil kaidah ushul figih dapat

dijadikan sebagai dasar keputusan penetapan dispensasi perkawinan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan dan mengabulkan permohonan
dispensasi kawin dalam perkara Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mlg adalah
disebabkan hubungan para Pemohon yang sangat intim bahkan telah
berhubungan badan sehingga anak para Pemohon hamil 19 minggu. Dalam
pertimbangannya hakim menerapkan kaidah ushul figh yaitu “menolak
kerusakan didahulukan daripada mengambil maslahat”. Hakim menilai
keadaan ini sangat darurat sehingga penundaan pernikahan justru
mendatangkan mudharat yang lebih besar. Hakim juga melihat keduanya
memiliki fisik yang normal dan sudah dewasa dan siap mengarungi bahtera
rumah tangga dan didukung dengan para Pemohon yang siap untuk
mendampingi dan membimbing keduanya.

Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menetapkan
perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.MIg adalah hubungan anak Para
pemohon yang sudah terlalu intim sehingga timbul kekhawatiran para
Pemohon terjadinya perzinahan. dalam hal ini, hakim juga menggunakan
kaidah ushul figh yaitu “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada

mengambil kemaslahatan”. Hakim melihat keduanya telah dewasa secara

82
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fisik maupun akal serta kesungguhan untuk menikah dan disetujui orang tua
Pemohon, besan dan tentunya calon suami dan istri. Di dukung juga dengan
calon mempelai pria yang sudah bekerja. Selain itu seluruh bukti yang
diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16
tahun 2019 Tentang Perkawinan dan secara administratif juga sesuai dengan
Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.
. Penetapan perkara Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mlg oleh hakim Pengadilan
Agama kota Malang selaras dengan konsep maslahah mursalah karena
putusan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut sesuai dengan
tujuan syara’ (maghasid syariah) yaitu dalam rangka memeliha keturunan
(hifz al-nasl). Penerapan kaidah ushul figh “mencegah kerusakan lebih
utama daripada mengambil manfaat” yang dilakukan oleh hakim juga
sangat tepat, mengingat anak para Pemohon telah berhubungan badan dan
hamil 19 minggu, maka hakim menganggap hal ini dalam kondisi yang
darurat (dhruriyah). Sehingga jika tidak dikabulkan justru mendatangkan
kerusakan yang lebih besar lagi selain itu juga terdapat maslahat yang sangat
penting yakni dalam rangka melindungi hak anak didalam kandungan
sehingga nasabnya jelas.

Adapun dalam perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Mlg yang
ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama kota Malang dari persfektif
maslahah mursalah dalam mengabulkannya berdasarkan bukt-bukti serta

fakta hukum bahwa anak para Pemohon telah menjalani hubungan asmara
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3 tahun dan semakin intim, sehingga khawatir akan terjadinya perzinahan.
Maka penetapan hakim dengan menggunakan kaidah ushul figh “menolak
kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan” sama
halnya dengan maksud masalah mursalah dalam mencapai tujuan syara’
(magasid shariah) yakni hifz al-nasl (menjaga keturunan), hifzl al-din
(menjaga agama) yang masuk dalam tingkatan Ad-daruriyyah, karena
apabila tidak dikabulkan maka berpotensi terjadinya perzinahan. Hakim
menyimpulkan bahwa anak Para pemohon telah memiliki kedewasaan, serta
siap secara fisik, mental dan finansial untuk menikah. Mengindari
perzinahan merupakan perintah agama dan termasuk dalam tingkatan

tertinggi dalam maslahah yaitu ad-daruriyyah.

. Saran

Kepada pemerintah

Sebaiknya untuk memberikan kepastian hukum dan memudahkan
hakim dalam memutuskan kasus dispensasi perkawinan, yaitu dengan
menciptakan peraturan baru yang jelas dan rinci tentang penetapan
dispensasi perkawinan. Pemerintah juga perlu menyederhanakan proses
pengajuan dispensasi nikah agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Hal
ini dapat dilakukan dengan mengurangi persyaratan administratif, dan
menyediakan layanan informasi dan pendampingan yang lebih mudah

dipahami oleh masyarakat secara luas.
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2. Kepada hakim
Hakim disarankan untuk mempertimbangkan secara cermat seluruh
faktor dan kondisi yang melatarbelakangi permohonan dispensasi. Hakim
harus mengkaji secara mendalam apakah pemberian dispensasi merupakan
solusi terbaik bagi anak atau justru akan merugikan kepentingannya di masa
depan. Dalam proses pemberian dispensasi, hakim juga diharapkan untuk
melibatkan pihak-pihak terkait seperti lembaga perlindungan anak, psikolog
anak, dan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga putusan yang diambil
benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
Dalam menetapkan putusan diperlukan pertimbangan yang mendalam
supaya tecapainya tujuan syariat
3. Kepada orang tua
Orang tua perlu mengawasi dan mengontrol pergaulan anak. Orang
tua perlu memberikan batasan yang jelas dan tegas kepada anak, serta
memastikan mereka selalu berada di lingkungan yang positif dan aman.
Orang tua juga perlu menanamkan nilai-nilai agama dan moral kepada anak
sejak dini melalui pendidikan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.
Hal ini penting untuk membangun karakter anak yang kuat dan
berlandaskan nilai-nilai agama, sehingga mereka terhindar dari perbuatan

yang dilarang oleh agama.
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SALINAN PENETAPAN
Nomaor SHPdt.PI2024/PAMIg

A3

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadii perkara
terentu pada tngkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara “Permohonan Dispensasi Kawin® yang
diajukan oleh:

Kristiomo Fauzi bin Slamet Fauzi. tempat dan tanggal lahir Malang, 13
Maret 1975, agama Islam, pekenaan Kuli Bangunan,
pendidikan Sekolah Lanjutam  Tingkat Atas. tempat
kediaman di Jalan MT Haryono W Mo 254-A RT.004 RW.001
Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
sehagai Pemahon |;

Erna Yuliasih binti Soenarto, tempat dan tanggal lahir Malang. 30 Juli
1974, apama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan Pabrik),
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. tempat
kediaman di Jalan MT Haryono W Mo 254-A RT.004 RW.001
Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
sehagal Pemohon Il;

Uniuk selanjutnya Pemahaon | dan Femohon |1 disebut Para Pemiohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Satelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon,
calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para
Pemohon dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa. Para Pemohon dengan surat permohonanmya tertanggal 15
Januan 3024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Momor
SPdt. PR2024/PAMIg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut -

HimLI dan’ 12 him. Penetspan No. S0P AE024FL Mg
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1 Bahwa Pemaohon | telah menikah dengan Pemohon |l pada tanggal
27 Februari 1997 berdasarkan buku Kutipan Akta Mikah Momor
10B5/T2/11/1997 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Mikah pada Kantor
Unusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang;

2 Bahwa selama dalam perkawinan tersebut para Pemohon telah
dikanuniai 2 orang anak masing-masing bemama :

a. Alfan Syariffudin / umur 26 tahun;

b. Aulia Azizah / umur 16 tahum;

3 Bahwa para Pemchon berencana akan menikahkan anak para
Pemohon yang bernama Aulia Azizah inti Kristiono Fauzi dengan calon
suaminya yang bemama Rizal Nur Mahendra bin hwan Mahendra;

4. Bahwa para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan
Agama HKecamatan Lowokwaru, Kota Malang guna mencatatkan
pernikahan anak para Pemohon fersebut, namun ditolak dengan alasan
belum cukup wmur;

5. Bahwa antara anak para Pemohon Aulia Azizah binti Kristiono Fauzi
dengan calon swaminya yang bermama Rizal Mur Mahendra bin lwan
Mahendra telah berkenalan dan telah memalin hubungan cinta kasih
selama 10 bulan;

B. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suami
tersebut sudah begitu intimmya sehingga anak Pemohon telah hamil 19
minggu untuk itu para Pemohon menginginkan anak para Pemohon dengan
calon suamanya agar segera menikah;

7. Bahwa Anak para Pemohon Aulia Azizah binti Knsbono Fauzi Belum
Bekena dan calon suaminya juga Belum Bekerja dengan penghasilan
sefiap bulan sebesar Rp0,00 ( rupiah);

a. Bahwa para Pemohon menghendaki agar anak para Pemohon Aulia
Azizah binti Knistiono Fauzi dengan calon suaminya yang bernama Rizal
Mur Mahendra bin lwan Mahendra tersebat segera mungkin dinikahkan,
demi kebaikan mereka berdua kelak;

8. Bahwa oleh karenanya para Pemochon ingin agar anak para
Pemohon demgan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun
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Menimbang, balwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas. dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Momor
16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Momor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan oleh
karena iu dapat dikabulkan dengan dikium amar putesan yang berburnyi
memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan
searang laki-laki calon suaminya;

Menimbang, babwa oleh karena permohonan Para  Pemohon
dikabulkan maka penolakan pernikahan anak Para Pemohon (Aulia Azizah
hinti Kristiono Fauzi) dengan calon Rizal Mur Mahendra bin lwan Mahendra
oleh Pegawal Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lowiokwaru Kota Malang, dengan surainya sebagaimana bukti P.7, maka hanus
dikesampingkan;

Menimbang, batwa semua keterangan atau alat bukf yang
disampaikan oleh Para Pemohon yang oleh Halam odak diperimbangkan
dianggap oleh Hakim telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang NMomor 7 Tahun
1888 tentang Peradilan Agama. dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20086
tentang Perubahan atas Undang-Undang Momor 7 Tahun 1989  tentang
Peradilan Agama sena Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang Momor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara imi harus dibebankan
kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar
penetapan ind

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dalil syari lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Member dispensasi kepada anak Para Pemohon (Aulia Azizah binti
Kristiono Fauzi) wuntuk menikah dibawah umur dengan calon suaminya
bernama Rizal Mur Mahendra bin hwan Mahendra;
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3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sebesar Rpd420.000.- (empat ratus dua pwuh nbo
rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari
Kamis, tanggal 01 Februari 2024, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445
Hijriyah. oleh Drs. H. Mulyani, M.H., sebagai Hakim Tunggal. penetapan
tersebut dibacakan dalam sidang terbuka wntuk umum, dengan dibantu oleh
Muti‘atulilah, S.H., M.H. sehapai Panitera Pengpanti, dengan dihadir oleh
Para Pemohon;

Hakim Tunggal.

Drs. H. Mulyani, M.H.
Panitera Penggant,

Muti'atulilah, S.H., MH.

Perincian biaya:

1. PNBP Rp 60.000,00
2. Proses Rp  100.000,00
3 Panggilan Rp 2500000,00
4. Meterai Ep 1000000
Jumilah Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hirm 12 dan 12 him. Penetapan o S0Pt FE004P Mg
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SALINAN PENETAPAN
Nomor 41/Pdt.PI2024/PAMLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Samin bin Marsum, tempat dan tanggal lahir Malang, 03 Februan 1963,
agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
Jalan Mergan Baru XXI RT002 RWO06 Kelurahan
Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang, sebagai
Pemohon |;

Sunah binti Samu, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 05 September
1971, agama Islam, pekerjaan Buruh Hanan Lepas,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Jalan Mergan Baru XXI| RT002 RWOO0S,
Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang,
sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon | dan Pemohon |l disebut Para Pemohon;

dalam hal ini para Pemohonmemberkan kuasa kepada Ronny

Alexandri, S.E., SH., Advokat yang berkantor di Jalan lkan Arwana

L.2 Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januan 2024, yang

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang tanggal 09 Januari

2024 dengan regester Nomor 45/Kuasa/1/2024/PA MIg;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon,
calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para
Pemohon dimuka persidangan;

Halaman 1 dari 14 penetapan Namor 41P0 P2024PAMLG
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DUDUK PERKARA
Bahwa. Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09
Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadian Agama Malang Nomor
41/Pdt. PI2024/PAMIg. pada tanggal 09 Januari 2024, telah mengemukakan
hal-hal sebagai berkut :
1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 sepasang suami istri yang telah
menikah sah sesuai dengan buku nikah No - 1148/180//1987 yang
dikeluarkan oleh KUA Kec. Klojen, Kota Malang. dan selama pernikahan
telah dikaruniai dikaruniai seorang anak Perempuan yang bemama ISA
binti SAMIN, Perempuan, Islam, umur 17 tahun 2 bulan. ;
2. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 hendak menikahkan anak kandung

mereka yang bernama:

Nama - ISA binti SAMIN

Tempat tanggal lahir - Pamekasn, 15 Oktober 2006

Umur ©17 tahun 2 bulan

Agama - Islam

Pendidikan cSLTA

Pekerjaan - Pelajar

NIK - 357304551006000

Alamat = Jalan Mergan Baru XXI RT/RW 002/006,
Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun
Kota Malang

Dengan calon mempelai laki-laki yang bernama :

Nama : TEGO PUJIARTO bin MUHAMMAD ABD KHOLIK

Tempat tanggal lahir - Malang, 10 Mei 2005

Umur 18 tahun 7 bulan

Agama - Islam

Pendidikan :SLTP

Pekerjaan : buruh

NIK : 3573051005050003

Alamat - Jalan Akordion No. 7 RT/RW 002/002,

Kel. Tunggulwulung. Kec. Lowokwaru, Kota Malang

Halsman 2 dari 14 penetapen Nomor 41P0P2024PAMLG
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“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”™

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut
di atas permofonan  Para Pemobon telah memenuhi ketentuan  hukum
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 @hun 1874, jo. Perma
Momar 5 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan karenanya maka permohonan
Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permobonan Para  Pemohon
dikabulkan maka penolakan pernikahan anak Para Pemobon (Isa binti Samin)
dengan calon Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik oleh Pegawai Pencatat
Mikah pada Kantor Uresan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, dengan
suratnya sebagaimana bukti BT hamns dikesampingkan;

Menimbang, bahwa semua keterangan atau  alat bukti | yang
disampaikan oleh Para Pemohon yang oleh Hakim tidak diperimbangkan
dianggap aleh Hakim telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Momaor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Momor 3
tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Momor 50 Tahun
2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
MEMNETAPKAN

1. Mengabulkan permobanan Para Pemohon;

2. Membern dispensasi kepada anak Para Pemohon (Isa binti Samin) unuk
menikah dibawah umur dengan calon suaminya bemama Tego Pujiarto bin
Muhammad Abd Kholik;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sebesar Rp205.000.- (dua ratus sembilan puluh ima
ribur rupiakh);
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3. Laporan perkara diterima 2024 (Januari-April)

Gambar 8

LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADYA MALANG
BULAN JANUARI s/d APRIL TAHUN 2024
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4. Laporan perkara diputus 2024 (Januari-April)

Gambar 9

LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA KOTA MADYA MALANG
BULAN JANUARI sid APRIL TAHUN 2024
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No Hari/Tanggal Materi Konsultasi Paraf
1
1. | 05 Februari 2024 Mini Proposal Skripsi ( ?
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1
4. | 07 Maret 2024 ACC Judul, Konsultasi BAB I (_ﬁ"
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Malang, 03 Juni 2024
Mengetahui
a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag

NIP 197601012011011004

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
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A. ldentitas Diri

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- TK Al-Islam Kemuja
- Ml Al-Islam Kemuja

- MTS Al-Islam Kemuja

Nama
TTL

Alamat

Email
No. HP
Nama Ayah

Nama lbu

- MA Madrasatul Qur’an Tebuireng

- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2. Pendidikan Non-Formal

- PPTQ Bani Yusuf Malang

TPQ Al-Islam Kemuja

Madrasah Diniyah Al-Islam

Ponpes Madrasatul Qur’an Tebuireng
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: Hj. Jauriah
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